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ABSTRAK

METODE ISTINBAT HUKUM NAFKAH IDDAH TALAK BAIN
MENURUT SYAFI'IYYAH DAN HANAFIYAH

Tiyan Hasanah
NPM 1602030013

Nafkah iddah merupakan bagian dari pembahasan figih munakahat, yang
perinciannya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini
menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab.
Perbedaan pendapat ini menjadi kahzanah kekayaan intelektual di bidang furu
yang diakibatkan perbedaan metode pengambilan hukum dalam memahami
dalil-dalil syara’.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu: "Bagaimana Itsinbath
hukum nafkah iddah talak Bain menurut Hanfiyah dan Syafi'iyyah?. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui Itsinbath hukum nafkah iddah talak Bain
menurut Hanfiyah dan Syafi'iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif atau penelitian perpustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data
yang bersifat sekunder di perpustakaan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri
dari bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder. Bahan primer yang
digunakan adalah kitab-kitab karya ulama Syafi iyyah dan Hanafiyah. Teknik
pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi terhadap bahan hukum
primer, dan sekunder. Analisis data menggunakan teknik content analysis
dengan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syafi'iyyah menggunakan mafhum
mukhalafah sebagai metode istinbds dalam memahami Surah ath-Talaq Ayat 6.
Sedangkan Hanafiyah menolak penggunakan mafhum mukhalafah dengan
alasan apabila mafhum mukhalafah difungsikan dapat merusak pemahaman ayat
hukum. Syafi'iyyah menggunakan Hadis ahad dari Fatimah binti Qais,
sedangkan Hanafiyah menolak Hadis tersebut karena ditolak oleh Umar bin
Khattab. Menurut Syafi'iyyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat zaujiyyah,
yaitu status perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah
adalah sebagai pembanding hak suami menahan istri (al-habs). Syafi iyyah
menggunakan mafhum mukhalafah sebagai metode instinbath dengan cara men-
takhsis atau men-tagyid Surah ath-Talaq Ayat 6. Dalam hal ini menurut
Syafi‘iyyah kehamilan merupakan syarat atau qayid bagi wajibnya nafkah istri
yang ditalak Bain, yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak wajib
memberi nafkah istri yang ditalak Bain. Adapun Hanafiyah menolak mafhum
mukhalafah, sehingga menolak kehamilan, sebagai syarat atau gayid wajibnya
nafkah bagi istri yang ditalak Bain. Bagi Hanafiyah ketika tidak ada qayyid dari
dalil nash yang menunjukkan kehamilan sebagai syarat, maka hukum tersebut
bersifat maskut anhu (status quo) sehingga kembali kepada hukum asalnya yaitu
wajibnya nafkah bagi istri, baik ada kehamilan atau tidak.
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MOTTO
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaqg) itu sedang hamil,
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan
jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya (Q.S. AT-Talag: 6)*

1Q.S. an-Nisa: 105
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah peristiwva hukum yang berakibat putusnya ikatan
perkawinan antara suami istri. Sebagai suatu peristiwa hukum, perceraian bukan
hanya dipandang sebagai putusnya ikatan perkawinan saja, tetapi mengandung
akibat hukum yuridis, dan akibat hukum materi. Dari aspek yuridis, perceraian
mengakibatkan istri tidak terikat dengan perkawinan dengan mantan suami, dan
setelah habisnya masa iddah dapat menikah dengan pria lain. Adapun akibat
hukum materi pengadilan dapat rnewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya hidup untuk bekas istri selama masa iddah.2

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya
dengan sebab talak, khulu’ (gugat cerai), faskh (atau ditinggal mati, dengan
syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah
diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Salah
satu bentuk ketentuan dalam hukum perceraian adalah kewajiban memberi
nafkah iddah bagi istri yang ditalak. Para ahli figh sepakat bahwa perempuan

yang ditalak raj i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.?

2Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017),
h.21

3Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 3, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), h. 229



Nafkah selama masa iddah merupakan bagian dari pembahasan figih
munakahat, namun ketentuan tentang perinciannya tidak dijelaskan secara tegas
dalam Al-Quran dan Hadis. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat
di kalangan ulama mazhab. Perbedaan pendapat ini menjadi kahzanah kekayaan
intelektual di bidang furu™ yang diakibatkan perbedaan metode pengambilan
hukum dalam memahami dalil-dalil syara'.

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Hadis. Materi-materi
hukum yang terdapat di dalam sumber tersebut, secara kuantitatif terbatas
jumlahnya. Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat
terkadang sudah ditemukan nashnya yang jelas dalam kitab suci Al-Qur’an atau
Hadis, tetapi terkadang hanya ditemukan prinsip-prinsip umum saja. Untuk
pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada nashnya secara
jelas, perlu dilakukan istinbath hukum, dengan mengeluarkan hukum-hukum
baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melalui
ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an atau Sunnah.

Istinbds hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari
sumbemya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian
hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan
konsep teoretis berbagai metode yang terkait dalam suatu system pengetahuan.

Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang



dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum
Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.*

Istinbds hukum berupaya menetapkan hukum, berupa perbuatan atau
perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.
Melalui kaidah-kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syara’ yang ditunjuk
oleh nas, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan
antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli
figh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu.

Orang yang melakukan istinbéds disebut mujtahid mustanbit, artinya
seseorang yang berijtihad untuk mecnctapkan kcsimpulan hukum dari dalilnya
(Al-Qur’an dan hadis). Selain itu ada juga mujtahid mutabbig,yaitu orang yang
melakukan ijtihad (upaya) untuk menerapkan hukum hasil istinb&s.> Dengan
jalan istinbdr hukum Islam akan senantiasa berkembang seirama dengan
terjadinya dinamika perkembangan masyarakat, untuk mewujudkan
kemaslahatan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan
kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.

Akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di
kalangan fuqoha dalam masalah nafkah selama masa iddah, karena ada

perbedaan metode istinbath yang digunakan, dalam hal ini karena adanya

4Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum
Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2
>Azyumardi Azra, etl, Ensiklopedi Islam 2, h. 279



perbedaan riwayat tentang hadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan
antara hadis tersebut dengan lahir ayat al-Qur'an.6 Oleh karena itu para fugoha
menggunakan pendekatan lain sebagai acuan dalam menetapkan hukum yang
tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran atau Hadis,baik berupa giyas, urf
maupun metode istinbath hukum lainnya.

Pendapat Hanfiyah dan Syafi iyyah tentang nafkah iddah menarik untuk
dikaji lebih lanjut, karena berkaitan dengan metode penggalian hukum yang
relevan untuk dikaji mengingat pendapat mujtahid tidak terlepas dari dinamika
sosial yang terjadi pada masa ulama mazhab hidup. Menurut Al-Qaradhawi
“Hendaklah menempatkan pendapat-pendapat para mujtahidin dalam kerangka
historis, karena seorang mujtahid adalah putra lingkungan dan zamannya, dan
tidak dapat dilupakan unsur mujtahid itu sendiri.”” Muncul pula pandangan
bahwa ketentuan dan pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan
perempuan walau dikatakan bersumber dari al-Quran namun bukan konstruksi
ilahiyah, tetapi lebih sebagai produk historis (sosial budaya).”®

Pandangan di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa hasil ijtihad
ulama terdahulu bukan sesuatu ketetapan hukum yang tidak dapat dikritik atau

dianalisa kembali, terutama jika melihat realitas sosial budaya yang berlaku di

6Abul Wahid Muhammad lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtasid, alih
bahasa Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 615

"Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 2, Penerjemah ‘As‘ad Yasin, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2008), h. 468

8Jamaluddin, Pendidikan Perempuan melalui Pesantren & Kiprah Sosial Perempuan
Pesantren, (Mihrab Journal Pondok Pesantren Vol. Il. No. 3. September, 2008), h. 109



daerah tempat suami istri berada. Dapat pula dikemukakan bahwa pandangan
ulama mazhab tidak terlepas dari realitas sosial dan budaya di mana ulama
mazhab hidup pada saat itu..

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dikemukakan bahwa masalah
Hanfiyah dan Syafi'iyyah tentang nafkah iddah merupakan masalah penting
untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetaapan hukum Islam
yang dipilih oleh ulama Mazhab yang hidup pada masa lampau. Selain itu cara
pandang masyarakat muslim dewasa ini menjadi lebih kritis karena terdorong
oleh relaitas sosial dan budaya yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan
era ulama mazhab. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk
meneliti lebih mendalam pendapat Hanfiyah dan Syafi'iyyah tentang nafkah
iddah , dan dasar-dasar yang digunakan oleh keduanya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan
masalah yaitu:

1. Mengapa Syafi'iyyah dan Hanafiyyah berbeda pendapat dalam masalah
nafkah idah talak bain?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Hanfiyah dan

Syafi'iyyah?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah

a. Mengetahui sebab perbedaan pendapat Syafi'iyyah dan Hanafiyyah
berbeda pendapat dalam masalah nafkah idah talak bain.

b. Mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Hanfiyah
dan Syafi iyyah?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis, yaitu untuk menambah khazanah keilmuan
tentang nafkah iddah talak bain.

b. Manfaat secara praktis, yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan
masukan dan sarana bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui
tentang nafkah iddah talak bain.

D. Penelitian Relevan
Penelitian tentang istinbath hukum ulama mazhab telah dilakukan oleh
beberapa peneliti sebelumnya. Dalam pemaparan ini akan dijelaskan beberapa
penelitian terdahulu yang dapat peneliti temukan segi persamaan dan
perbedaannya, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian

sebelumnya.



Penelitian dengan judul “Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah
Tentang Hukum Shalat Idul Fitri”, oleh Siti Romelah, mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasim Riau.?

Penelitian di atas mengkaji tentang metode Istinbath Hukum Imam Abu
Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul Fitri. Menurut penelitian di atas Imam Abu
Hanifah berpendapat bahwa shalat Idul Fitri itu dihukumkan wajib bagi setiap
muslim. Sebagaimana wajibnya shalat Jum’at, bahkan wanita yang sedang haid,
dipinggit dan yang tidak mempunyai jilbab agar meminjam jilbab saudaranya,
agar bisa meyaksikan atau pergi untuk shalat Idul Fitri dan wanita yang sedang
haid agar menjauh dari tempat shalat. Sebagai sandarannya beliau
menggunakan hadits yang di riwayatkan oleh Ummu Athiyyah

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian
tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh imam mazhab.
Sedangkan perbedaannya terletak dari fokus dan permasalahan yang menjadi
objek istinbath. Objek istinbath hukum dadlam penelitian di atas difokuskan
kepada shalat Idul Fitri, sedangkan dalam penelitian ini difokuskan pada nafkah
iddah talak bain.

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam

Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komparatif)”

9Siti Romelah, “Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Shalat Idul
Fitri”, )Skripsi 2014) ,dalam http://repository.uin-suska.ac.id/ diakses tanggal 3 Mei 2020



http://repository.uin-suska.ac.id/

oleh Habba Zuhaida, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang.*®

Penelitian di atas menggunakan pendekatan komparatif tentang metode
istinbath Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir . Menurut
penelitian di atas metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam
masalah wali mujbir adalah Alqur’an, Sunnah, dan ‘Urf. Adapun metode
istinbath wali mujbir yang digunakan Imam Syafi’i ialah Alqur’an, Sunnah, dan
Qiyas. Illat yang digunakan Imam Hanafi dalam konsep perwalian ijbar yaitu
ghairu ,,aqilah. Karena wanita dalam keadaan tersebut tidak mampu bertindak
sesuatu untuk dirinya sendiri. Sedangkan illat yang digunakan Imam Syafi’i
ialah bikr (keperawanan). Faktor yang mempengaruhi perbedaan metode
istinbath Imam Hanafi dan Imam Syafi’i diantaranya adalah faktor dalam
memahami Alqur’an, hadis dan faktor sosial budaya. Relevansi wali mujbir
untuk konteks sekarang di Indonesia, menurut penelitian di atas lebih relevan
kepada pendapat Imam Syafi’i. Namun alangkah baiknya persetujuan dari
wanita tetap diperhatikan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian
tentang metode istinbath ulama mazhab dalam penetapan hukum. Sedangkan
perbedaannya terletak dari fokus dan jenis penelitian yang digunakan.

Penelitian di atas, difokuskan pada komparasi metode istinbath Imam Hanafi

OHabba Zuhaida, “Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam
Syafi'i tentang Wali Mujbir (Suatu Pendekatan Komparatif)” )Skripsi 2016) ,dalam
http://eprints.walisongo.ac.id/ diakses tanggal 3 Mei 2020
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dan Syafi'i dalam masalah wali mujbir, sedangkan dalam penelitian ini
dikhususkan pada nafkah iddah taak bain menurut Hanfiyah dan Syafi yyah.

Penelitian dengan judul “Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik
Tentang Mut’ah Bagi Wanita Yang telah Ditalak”, oleh Maliano Perdana,
mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.1!

Hasil dan penelitian di atas menyebutkan bahwa bahwa Imam Malik
menggunakan dasar hukum dilalah lafal amr menunjukkan arti wajib yang
kemudian ditaqyid sehingga menjadi sunnah. Qoul sahabi dan perilaku ahl
Madinah yaitu kisah Abdurrahman bin Auf yang mencerai istrinya lalu dia
memberikan mutah beserta anaknya. Imam malik memandang memberikan
mutah adalah masyaqgqah bagi suami. Oleh karena itu Imam Malik memandang
memberikan mutah kepada mantan istri adalah sunnah

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari kajian
tentang metode istinbath ulama mazhab dalam penetapan hukum. Sedangkan
perbedaannya terletak dari fokus dan jenis penelitian yang digunakan.
Penelitian di atas, difokuskan pada pemberian mut'ah kepada mantan istri,
sedangkan dalam penelitian ini dikhususkan pada nafkah iddah taak bain

menurut Hanfiyah dan Syafi yyah.

1Maliano Perdana, “Studi Analisis Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Mut’ah Bagi
Wanita Yang telah Ditalak”, (Skripsi 2015) http://eprints.walisongo.ac.id/ diakses tanggal 3 Mei
2020
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E. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut
pula dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.
Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini ditujukan hanya
pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.
Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen
disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat
sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat
dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).!2

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan
dimana peneliti banyak mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan
dengan pendapat Hanafiyah dan Syafi iyyah tentang nafkah iddah talak bain.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian
eksplanatoris, yaitu: suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau
menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap
hasil-hasil penelitian yang ada.®

Berdasarkan sifat penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti

melakukan studi dokumen terhadap karya ulama Hanafiyah dan Syafi'iyyah

12Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 51
Blhid., h. 47
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tentang nafkah iddah talak bain untuk memperkuat atau menguji pendapat
yang dikemukakan.
2. Sumber Data

Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.4 Pada umumnya untuk
mendapatkan data sekunder tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui
instrument jenis lainnya namun meminta bahan-bahan sebagai pelengkap
melalui file-file atau buku-buku yang tersedia.'®> Adapun sumber data sekunder
terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,® yang diperlukan
untuk meneliti permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer
yang akan digunakan adalah kitab karya ulama Hanafiyah, dan Syafi iyyah.

Kitab karya Hanafiyah yang menjadi bahan hukum primer yaitu: Syarh
Fath al-Qodir karya Ibnu al-Humam al-Hanafi, Rad al-Mukhtar “ala Dur
al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar, karya lbnu Abidin, al-Bahr ar-Raiq
Syarh Kanzu Daqoig, karya lbnu Najim al-Hanafi, Bada'i Shanai” fi Tartib

asy-Syarai -, karya al-Kisani.

“1bid., h. 39.

51bid., h. 88.

16Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998),
h. 116.



12

Adapun kitab-kitab Syafi'iyyah yang menjadi bahan hukum primer
yaitu: al-Umm, karya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Hawi al-Kabir,
karya al-Mawarid, Tuhfah al-Muhtaj, karya Ibnu Hajar al-Haitami, "Kanzu
Roghibin, karya Jalaluddin al-Mahali, Umdah al-Muhtaj, karya Ibnu
Mulaqgqin.

. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer.1” Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah data
sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para
ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang secara serius dan khusus membahas
masalah yang ada dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder ini adalah seperti buku-buku figih
perbandingan seperti: buku karya Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: Analisis
Figih Para Mujtahid, buku karya Muhammad Jawad Mughniyah, Figih
Lima Mazhab: Ja far, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, buku karya Sayyid
Sabiq, Fikih Sunah, dan buku-buku figh umum seperti buku karya Tihami
dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Boedi
Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga

Muslim, buku karya Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat.

Ibid.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi yaitu
studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang
terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan
hukum ini harus di periksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab hal ini
berpengaruh pada hasil suatu penelitian!®. Penelitian ini menggunakan buku-
buku yang berhubungan dengan nafkah iddah dalam perkawinan di dalam
buku-buku figih.
4. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
content analysis (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang
dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik
yang direkam atau didokumentasikan. Content analysis menunjuk kepada
metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan
untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen
untuk memahami makna dan signifikasinya.®
Selain itu, analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan komparatif, yaitu: “membandingkan kesamaan

pandangan dan perubahan pandangan orang, group atau negara, terhadap

18Abdurahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011), h. 68.
13Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian

Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.
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kasus, terhadap orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.”2° Dalam hal ini peneliti
membandingkan kesamaan pandangan dan perbedaan metode istinbas hukum
dikemukakan ulama Hanafiyah dan Syafi yyah tentang nafkah iddah talak

bain.

205uharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), h. 310



BAB 11
LANDASAN TEORI
A. Istinbdt Hukum
1. Pengertian Istinbdt Hukum

Istinbdy dari segi etimologi berasal dari kata nabata- yanbutu-nabtun
yang berarti "air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali
sumur”. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga
menjadi anbata dan istinbasa, yang berarti mengeluarkan air dari sumur
(sumber tempat air tersembunyi).2

Al-Jurjani memberikan arti kata Istinbds dengan mengeluarkan air

dari mata air (dalam tanah).

Sl 13 elg clay V"Lj'; P ) S ¢ C\jx:wu\ bl
A bos psadl e Gl plaal sl blase Y cans
g 3l 35

(Istinbar (secara bahasa) adalah mengeluarkan air dari sumbernya,
berasal dari perkataan orang Arab menggali air, ketika air keluar dari
sumbernya. Sedangkan istinbay secara istilah adalah mengeluarkan makna

dari teks-teks (dalil) degan kekuatan hati dan tabiat).

2IRahmawati, Istinbds Hukum Teungku Muhammad Hashi Ash-Shiddieqy,(Yogvakarta:
Deepublish, 2015), h. 29
2Al-Jurjani, Kitab at-Ta'rifat, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1985), h. 22
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Istinbds hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari
sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi
penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan
sebagai pembahasan konsep teoretis berbagai metode yang terkait dalam
suatu system pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu
sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam
adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum
Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.2

Kata istinbéds juga disebutkan dalam Al-Quran Surah an-Nisa’

sebagai berikut:

5

S mmwﬂx L;ju; J25)l J;:;:%;’
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Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara
mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan
dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah
karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut
syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) (Q.S. an-Nisa: 83)

Berkaitan dengan penyebutan Istinbas dalam Surah an-Nisa’ di atas,

Ibnu Qoyyim menjelaskan sebagai berikut:

ZGhufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum
Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2
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Diketahui bahwa Istinb&y adalah mengeluarkan makna, alasa-alasan
dan menyandarkan sebagian pada sebagian yang lain. Istinbat dikategorikan
sah sebab kebenaran sesuatu yang menyerupai, mendekati sama dan
sepadan. Istinbds yang diabaikan adalah istinbds yang tidak sah
penyerupaannya. Hal ini yang dipahami manusia dari Istinbay.

Istinbér juga diartikan sebagai ijtihad, yang artinya mcngerahkan
segenap upaya dan kemampuan secara sungguh-sungguh unuk mengeluar-
kan atau menetapkan kesimpulan hukum dan dalil-dalilnya.2®

Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbas hukum (metodologi
penggalian hukum), dinamakan ushul figh. Ushul fighlah satu-satunya
bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari’at Islam dari
sumber aslinya; al-Qur'an dan al-Hadits.26

Memahami pendapat di atas, kemampuan melakukan istinbéat
diperlukan oleh mujtahid dalam menetapkan hukum, dan harus disertai pula

dengan pemahaman mendalam tentang magasid asy-syari’ah. Mujtahid

21bnu Qoyyim al-Jauziyah, adh-Dhou al-Munir “ala Tafsir, Jilid 2, (Muassah an-Nur), 264

SAzyumardi Azra, etl, Ensiklopedi Islam 2, (Jakarta: Ichtiar Baru VVan Hoeve, 2007), h. 279

%Abdul Wahab Khallaf, IIm Uhsul al-Figh, Alih Bahasa. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib,
(Semarang: Dina Utama, 2014), h. 1
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arus mampu melakukan istinbat berdasarkan pemahamannya teradap
magqasid asy-syari’ah yang terkandung dalam nas Al-Quran dan Hadis.

Materi-materi hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadis,
secara kuantitatif terbatas jumlahnya. Karena itu terutama setelah
berlalunya zaman Rasulullah Saw, dalam penerapannya diperlukan
penalaran. Permasalahan-permasalahan yang tumbuh dalam masyarakat
terkadang sudah ditemukan nasnya yang jelas dalam kitab suci Al-Qur’an
atau Hadis, tetapi terkadang hanya ditemukan prinsip-prinsip umum saja.
Untuk pemecahan permasalahan-permasalahan baru yang belum ada
nas nya secara jelas, perlu dilakukan istinbéds hukum, dengan mengeluarkan
hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat
dengan melalui ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an
atau Sunnah.

Istinb&z hukum berupaya menetapkan hukum, berupa perbuatan atau
perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang
ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu dapat dipahami hukum-hukum syara’
yang ditunjuk oleh nas, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi
pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan
pendapat para ahli figh dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu.
Seorang ahli figh yang menetapkan hukum syari’ah atas perbuatan seorang
mukallaf, maka ia telah melakukan istinbat hukum dengan sumber hukum

yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul
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figh. Dengan jalan istinbds hukum Islam akan senantiasa berkembang
seirama dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat, untuk
mewujudkan kemaslahatan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta
menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan
secara jelas.
2. Dasar Penetapan Hukum Melalui Istinbay
Kebutuhan terhadap istinbat sebagai bagian dari penggalian hukum
Islam didasarkan pada Al-Quran. Ulama sepakat menjadikan al-Qur’an
sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam, termasuk dalam
penggalian hukum Islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam
menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada al-
Qur’an. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur’an, barulah ia
dibemakan menggunakan dalil-dalil lain. Hal ini didasarkan pada Al-Quran
Surah Q.S. an-Nisa: 105 sebagai berikut:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kkitab kepac]amu dengan

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa

yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi
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penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang
khianat. (Q.S. an-Nisa: 105)?’

Berkaitan dengan ayat di atas, menurut Abdul Wahab Kholaf apabila
suatu kasus yang hendak diketahui hukumnya, temyata telah ditunjukkan
hukum syara’nya oleh dalil yang sharih (jelas) dan gath’i dan segi sumber
dan pengertiamiya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya.
yang wajib dalam hal ini adalah melaksanakan pengertian yang telah
ditunjukkan oleh nas tersebut. Sebab selama dalil itu adalah gath’i yang
mana ketetapan dan keluamya bersumber langsung dafi Allah dan Rasul-Nya,
maka hal yang demikian tidaklah merupakan objek pembahasan dan
pencurahan daya kemampuan (ijtihad). Dan selama dalil itu dalalahnya
qath’i, maka dalalah terhadap maknanya dan pengambilan hukum dan nas
itu, bukanlah merupakan tempat pembahasan dan ijtihad.

Ayat-ayat al-Qur’an yang berkategori kulliyah dan ayat-ayat

Jjuziyyah yang berkategori dhanniyah memerlukan penjabaran dan

penafsiran. As-Sunnah sebagai acuan kedua syari’at Islam telah

ditunjuk oleh al-Qur’an untuk menjadi penafsir dan penjabar
utamanya, selain tugasnya untuk menetapkan hukum yang tidak
ditetapkan di dalam al-Qur’an. As-Sunnah sendiri ternyata
mengikuti jejak al-Qur’an di dalam menampil-kan Hadits-haditsnya.

Maksudnya nas -nas Hadits ada yang kulli di samping yang juz iy

dan ada yang dhanny disamping yang qath iy. Nas -nas yang juz iy

qath’iy dan al-Qur’an dan As-Sunnah melahirkan hukum-hukum
yang tegar dan tegas, sementara nas-nas Yyang kully dan dhanny

27Q.S. an-Nisa: 105
ZAbdul Wahab Kholaf, llmu Ushul Figh, Penerjemah Muh. Zuhri, dkk, (Semarang: Toha
Putra, 2014), h. 401
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menjadi sumber hukum-hukum yang lentur dan berpotensi untuk
dikembangkan.??

Berdasarkan uraian di atas, maka ayat-ayat hukum dalam Al-Quran
yang bersifat interpretatif yang menunjukkan terhadap suatu maksud dengan
pengertian yang jelas dan tidak mengandung kemungkinan pentakwilan,
maka ia harus ditetapkan, dan tidak dibuka peluang untuk berisitinbath dalam
kasus-kasus yang menetapkannya.Ayat-ayat A1-Quran dalam menunjukkan
pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak
tegas, ada yang melalul arti hahasanya dan ada pula yang melalui maksud
hukumnya, di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu
dalil dan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul figh menyajikan
berbagai cara dan berbagai aspeknya untuk memahami pesan-pesan yang
terkandung dalam Al1-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Adapun Hadis yang menjadi dasar tentang penggalian hukum

melalui ijtihad dapat dipahami dari Hadis sebagai berikut:
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29 Tolhah Hasan, Logika Figh dan Ushul Figh, (Situbondo, lbrahimy Press, 2010), h. 22
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Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Mu’az ke Yaman, maka beliau
bertanya kepada Mu’az: “Atas dasar apa Anda memutuskan suatu persoalan?
Mu’az menjawah: “Dasarnya adalah Kitab Allah.” Nabi bertanya: “Kalau
tidak Anda temukan dalam kitab Allah?” Dia jawab: “Dengan dasar Sunnah
Rasulullah SAW” Beliau bertanya lagi: “Kalau tidak Anda temukan dalam
Sunnah Rasulullah?” Mu’az menjawab: ‘Aku akan berijtihad dengan
penalaranku.” Maka Nabi berkata: “Segala pujian bagi Allah yang telah
memberi taufik atas diii utusan Rasulullah SAWS (HR. Abu Daud)

Memahami Hadis di atas, mujtahid diperbolehkan berijtihad, ketika
tidak ditemukan penjelasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam
hal ini ijtihad berperan penting dalam rangka mengembangkan prinsip-
prinsip hukum yang terdapat dalarn A1-Qur’an dan Sunnah. Fungsi ijtihad di
sini adalah untuk meneliti dan menemukan hukumnya lewat tujuan hukum,
seperti dengan qiyas, istihsan, maslahat mursalah, ‘uruf, istishab, dan sadd
al-zari’ah.

Jumlah nas-nas dalam al-Qur’an dan al-Sunnah sangat terbatas,
sedangkan kejadian demi kejadian di rengah masyarakat bcrlangsung tcrus
menerus tanpa henti. Persoalan persoalan baru tersebut banvak sekali yang

tidak secara langsung dijawab oleh nas : Di sinilah peran ijtihad dibutuhkan.

ljtihad bisa menginterpretasi nas-nas syar'i guna menjawab persoalan baru.

30Abu Daud Sulaiman al-Azdi, Sunan Abi Daud, Juz 3, (Beirut: Maktabah Asriyah, tt), h. 303
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Dengan begitu, umat akan tetap menajalani kehidupan berdasarkan rel-rel
hukum Islam)3?

Dalam tradisi pemikiran ilmu ushul figh, penggunaan akal (rayu)
digunakan dalam proses istinbdt al-ahkam atau penggalian hukum-hukum
sesuai prinsip istidlal sebagi instrumen penting dalam merumuskan hukum.
Istinbdt mengacu pada dalil-dalil ‘aqgli (nalar logika). Penggunaan logika
dalam ilmu ushul figh semakin menemukan momentumnya manakala jumlah
dalil nagli (teks wahyu) sangat terbatas dibanding jumlah peristiwa hukum
yang terus muncul di masyarakat.

3. Tujuan Istinbdt Hukum

Istinbdt sebagai operasionalisasi dari ijtihad diperlukan masyarakat
sebagai instrumen pengembangan pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang
sudah baku. Upaya merelevansikan ijtihad terhadap situasi dan kondisi
lingkungan masyarakat merupakan tugas fugoha dan ulama (mujtahidun)
yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengistinbtkan hukum dan
dalil-dalil A1-Quran dan Sunnah. Dengan dernikian, tujuan ijtihad
mengupayakan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam sebagai pegangan hidup bagi

setiap mukalaf agar sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya.32

$mam Nahe’i, dan Wawan juandi, Revitalisasi Ushul Figh Dalam Proses
Istinbas Hukum Islam, (Situbondo Ibrahimy Press, 2010), h. h. 327
32Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga, Figh dan Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 43
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Penggalian hukum diperlukan seiring dengan munculnya berbagai
permasalahan hukum di masyarakat. Al-Qur’an hanya memuat permasaahan-
permasalahan secara garis besar. Ulama hanya mampu menjabarkan nas -nas
Al-Qur’an yang masih garis besar itu ke dalam realitas kehidupan masyarakat
yang dinamis dan selalu berubah. Oleh karena itu diperlukan penggalian
hukum berdasarkan prinsip dan kaidah-kaidah umum dalam Al-Quran dan
Hadis untuk menjaga agar umat tidak menyimpang dari prinsip dan kaidah
tersebut.

Istinbat dikembangkan untuk mewujudkan tujuan sebagai berikut:

a. Supaya dalam mengembangkan oprasionalisasi ajaran Islam sesuai
dengan dasar asasinya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan
hukum. sehingga tidak selalu menggantungkan din pada adanya sabda
Nabi SAW.

b. Supaya bisa menetapkan hukum-hukum yang terkandung di dalam
kedua sumber dasarnya secara baik dan sempurna sesuai dengan yang
dikehendaki oleh syari’ itu sendiri.

c. Supaya hukum-hukum yang berasal dan hasil istinbdr tidak bersifat
statis, sehingga hasilnya selalu aktual dan dapat diamalkan sesuai
dengan perkembangan zaman yang selalu menuntutnya.s3?

Berasarkan pendapat di atas, istinbdr diperlukan untuk menjawab

permasalahan hukum Islam yang terus berkembangang sesuai dengan yang
dikehendaki oleh syari’ itu sendiri. Melalui iszinbdt ditetapkan hukum setiap

perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum

yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah tersebut dapat dipahami hukum-

33M. Mashum Zein, Menguasai llmu Ushul Figh Apa dan Bagaimana Hukum Islam
Disarikan dari Sumber-Sumbernya, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), h. 197
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hukum syara’ yang ditunjuk oleh nas , mengetahui sumber hukum yang kuat
apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui
perbedaan pendapat para ahli figh dalam menentukan hukum suatu kasus
tertentu. Jika seorang ahli figh menetapkan hukum syari’ah atas perbuatan
seorang mukallaf, ia sebenamya telah melakukan istinbdt hukum dengan
sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan
oleh ahli ushul figh.

Pemahaman terhadap syariat Islam tidak cukup hanya berdasarkan
tekstualnya namun harus juga memperhatikan spirit (tujuan serta rahasia)
syariat itu sendiri, sehingga syariat Islam dapat menjadi rahmat yang
membawa hikmah yang besar bagi umat manusia. Jika tidak ditemukan nas
yang menjelaskan permasalahan hukum, bukan berarti terjadi kekosongan
hukum yang menyebabkan kerusakan perilaku manusia. Tetapi prinsip-
prinsip utama yang terkandung dalam nas dan tujuan syariat dapat memandu
penetapan hukum yang sejalan dengan syariat itu sendiri.

. Macam-macam Metode Istinbath Hukum
Metode istinbdt (turuq al- istinbdt) berarti cara menarik (menetapkan)

hukum dengan cara ijtihad.3* Secara garis besar, metode istinbdt dapat dibagi
kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi magasid (tujuan) syari‘ah, dan

segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.s®

34Sapiudin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159
3Gatria Effendi, M.Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 163
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Gambar 1
Metode Istinbath36
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Berdasarkan pendapat di atas, istinbdt dapat dilakukan melalaui beberapa
metode, yaitu: metode kebahasaan, magasid syari’ah, dan penyelesaian dalil
yang taarud. Metode kebahasaan meliputi am dan khas, amr dan nahi, mutlag
dan mugoyyad, mujmal dan mubayyan, mantuq dan majhum. Metode

magqasid syart’ah mencakup istinbdt melalui kajian tujuan syariat dari segi

36Sapiudin Shidig, Ushul Figh., h. 158
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Darriyat, Hajiyat, dan tahsiniyat. Sedangkan penyelesaian dalil yang taarud
(bertentangan) dilakukan melalui tarjih, dan al-jam'u wa al-taufiq.
Metode istinbdt yang digunakan dalam penggalian hukum secara lebih
terperinci dijelaskan dalam kutipan sebagai berikut:
a. Metode Istinbath dari Segi Bahasa
Objek utama yang dibahas dalarn ushul figh adalah Al-Qur’an dan
Sunnah Rasululullah. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang
berbahasa Arab tersebut, para ularna telah menyusun semacam semantik
yang digunakan dalam praktik penalaran fikih. Bahasa Arab dalam
menyampaikan suatu pesan dengan berbagai cara dan dalarn berbagai
tingkat kejelasannya. Untuk itu para ahlinya telah membuat beberapa
kategori lafal atau redaksi, di antaranya yang sangat penting adalah amar,
nahi dan takhyir, pembahasan lafal dari segi umum dan khusus,
pembahasan lafal dan segi mutlag dan mugayyad, pembahasan lafal dari
segi mantuq dan mafhum, dari segi jelas dan tidak jelas nya, dan dari segi
hakikat dan majaz-nya.3’
Teks Al-Qur’an dan Sunah (keduanya merupakan sumber dan dalil
pokok hukum Islam) adalab berbahasa Arab, karena Nabi yang menerima
dan menjelaskan Al-Qur’an itu menggunakan hahasa Arab. Oleh karena

itu, setiap usaha memahami dan menggali hukum dan teks kedua sumber

$7Satria Effendi, M. Zein, Ushul Figh, h. 163
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hukum tersebut sangat tergantung kepada kemampuan memahami hahasa

Arab. Untuk maksud itu para ahli Ushul menetapkan hahwa pemahaman

teks dan penggalian hukum harus berdasarkan kaidah tersebut. Dalam hal

ini mereka berpegang pada dua hal:

1) Pada petunjuk kebahasaan dan pemahaman kaidah hahasa Arab dari
teks tersebut dalam huhungannya dengan Al-Qur’an dan Sunah.

2) Pada petunjuk Nabi dalam memahami hukum-hukum Al-Qur’an dan
penjelasan sunnah atas hukum-hukum Qur’ani itu. Dalam hal ini lafadz
‘Arabi dipahami dalam ruang lingkup hukum syara’.38

Berdasarkan kutipan di atas, kemampuan memahami bahasa dalam
nash merupakan bagian penting dalam istibath hukum. Untuk dapat
memahami kandungan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mujtahid
harus memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang kemudian dirumusakan
dalam kaidah ushul figh. Dengan memahami kaidah bahasa tersebut, maka
hasil penggalian hukum lebih sesuai dengan kandungan hukum yang
dimaksud oleh nash.

b. Magasid asy- Syari’ah

Pengertian magqasid syari’ah dikemukakan oleh beberapa ulama

dengan ungkapan yang berbeda. Namun pengertian dalam ungkapan

tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu tentang tujuan atau maksud

38Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2
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pensyari’atan hukum Islam. Magasid syari’ah berarti tujuan Allah dan
Rasul-Nya dalarn merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat
ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai ala-
san logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan
umat manusia.3®

Menurut Thahir ibn  Asyur dalam Hisyam bin Said Azhar pengertian

magqasid syari’ah sebagai berikut:
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“Magasid syari’ah ialah makna-makna dan hukum yang diperhati-
kan Syari’ dalam beberapa kondisi penetapan hukum syariat atau sebagian
besamya, dimana perhatian tidak dikhususkan pada keadaan satu macam
dari hukum-hukum syari’ah.”

Berdasarkan uraian di atas, maqgasid asy- Syari’ah adalah tujuan Allah
dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat
ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi
rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Pemahaman terhadap magasid syari’ah dapat dijadikan sebagai alat bantu

39 Satria Effendi, M.Zein, Ushul Figh, h. 213
4OHisyam bin Said Azhar, Maghosid asy-Syari‘ah inda Imam al-Haramain wa Asaruha fi at-
Tasorrufat al-Maliyyah, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010), h. 14
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dalam memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, dan menetapkan suatu
hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum

dalam Al-Quran dan Sunnah.

c. Penyelesaian Dalil yang Bertentangan (ta arud)

Penyelesaian dalil yang taarud dilakukan melalui tarjih dengan
membandingkan dua dalil yang sama-sama layak dijadikan dasar dan
memilih satu yang lebih unggul, sebagaimana dikatakan Al-Amidi sebagai

berikut:
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Adapun tarjih adalah suatu uangkapan membandingkan salah satu dari
dua dalil yang sama-sama layak penunjukannya pada makna yang dicari,
disertai adanya kontradiksi antara dua dalil tersebut, dengan kewajiban
mengamalkan salah satu dan mengabaikan yang lainnya. Perkataan tentang

membandingkan salah satu dari dua dalil yang layak mengecualikan dari

perbandingan dua dalil yang keduanya tidak layak dilalahnya, atau salah satu

239

4“1Abu al-Hasan al-Amidi, al-lhkam fi Ushul al-Ahkam, Juz 2, (Beirut: Maktab Islami, tt), h.
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layak, sedangkan dalil pembandingnya tidak layak. Tarjih hanya ada pada
upaya memverifikasi kontradiksi, dan tidak ada kontradiksi pada dua dalil
yang sama-sama tidak layak, atau salah satu saja yang layak.

Istinbdt melalui tarjih berangkat dari adanya kontradikisi antara dua dalil
yang sama-sama layak digunakan sebagai dasar hukum, kemudian memilih
salah satu yang lebih unggul. Kontradiksi terjadi dalam keadaan ketika
ditemukan dua dalil yang sama-sama layak dilalahnya, sehingga diperlukan
penelusuran lebih lanjut untuk menentukan salah satu yang kemudian
dijadikan sebagai dasar hukum.

5. Metode Istinbath Hukum Syafi'yyah dan Hanafiyyah
a. Metode Istinbath Hukum Syafi'yyah
Metode ijtihad yang digunakan Syafi yyah dalam menggali hukum

didasarkan pada empat sumber hukum sebagai berikut:

Kitab Suci al-Qur’an

Hadits-hadits atau Sunnah Nabi

[jma’ (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa)

Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya).*?
“Ke-empat sumber hukum Islam yang menjadi dasar ijtihad Imam

Syafi'i ini disepakati oleh para ahli hukum (mazhab) yang lain. Karena itu

“Sirajuddin Abas, Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru,
2007), h.. 70.
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Syafi'i dianggap sebagai arsitek agung pembangun teori ilmu pengetahuan

hukum Islam.”43
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Metode Imam Syafi'i dalam istinbath hukum dijelaskan dalam
kitabnya al-Umm, dimana beliau berkata: “Pengetahuan (tentang hukum)
memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pertama adalah al-Kitab, kedua as-
Sunnah jika ada. Ketiga perkataan sebagian sahabat nabi yang tidak ada
sahabat lain yang menentangnya (ijma’). Keempat perbedaan antara sahabat
nabi dalam suatu masalah. Kelima qiyas terhadap suatu hukum. Suatu
hukum tidak diambil dari selain al-Kitab dan Sunnah sedangkan keduanya
ada nashnya. Pengetahuan tentang hukum hanya diambil dari sumber yang

lebih tinggi.

“Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 71
44Qahtan Abdur Rahman ad-Dhuri, Manahij al-Fugoha., h. 49.
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Syafi'yyah menggunakan qiyas sebagai sumber penetapan hukum
ketika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran, Hadis dan ijma’, sebagaimana

dikatakan oleh asy-Syafi'i sebagai berikut:
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Kami menetapkan hukum dengan ijma” kemudian giyas . Hal ini lebih
lemah dari penetapan hukum dengan Kitab dan Sunnah, akan tetapi
kedudukan giyas merupakan darurat. Ketika ada Sunnah maka tidak boleh
ada giyas sebagaimana tayamum merupakan cara bersuci di perjalanan ketika
tidak menemukan air. Tayamum tidak disebut sebagai bersuci ketika
menemukan air, ia hanya disebut bersuci ketika tidak menemukan air.
Demikian pula sesuatu setelah sunnah (ijma’ dan qgiyas ) dapat dijadikan
hujjah, ketika tidak menemukan sunnah.

Memahami pendapat di atas, ijma’ dan qiyas digunakan oleh
Syafi yyah sebagai dasar penetapan hukum ketika tidak tidak ditemukan dalil

dari Al-Quran atau Hadis. Ijma’ dan giyas lebih rendah kedudukannya, dan

599

45Muhammad bin Idris asy-Syafii, ar-Risalah, (Kairo: Mustofa Bab al-Halabi, 1357 H), h.
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merupakan keadaan darurat yang disamakan dengan tayamum ketika tidak
menemukan air.

Operasional penggunaan giyas dimulai dengan mengeluarkan hukum
yang ada pada teks (asli). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa
dan tidak cukup hanya dcngan pemahaman makna lafazh saja. Tetapi harus
sesuai dengan prosedur istinbdz. Hingga kemudian seorang mujtahid
menemukan illat disyariatkannya hukum tersebut. Selanjutnya mujtahid
meneliti dan mencari serta menetapkan ada atau tidaknya illat tersebut pada
kasus yang belum ada rnas hukumnya (far'u). Baru kemudian, setelah benar-
benar terbukti bahwa pada far 'u (kasus cabang) terdapat illat yang ada sama
pada hukum asal, maka status hukum yang ada pada ami bisa dijalarkan pada
far’u dengan jalan analogi (giyas). Dengan demikian, status hukum far’u
(cabang) sama dengan hukum asli yang memang dan awal bersumber dan teks
al-Quran dan Hadis.

Operasional penggunaan giyas dimulai dengan mengeluarkan hukum
yang ada pada teks (asli). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa
dan tidak cukup hanya dcngan pemahaman makna lafazh saja. Tetapi harus
sesuai dengan prosedur istinbdz. Hingga kemudian seorang mujtahid
menemukan illat disyariatkannya hukum tersebut. Selanjutnya mujtahid
meneliti dan mencari serta menetapkan ada atau tidaknya illat tersebut pada
kasus yang belum ada rnas hukumnya (far'u). Baru kemudian, setelah benar-

benar terbukti bahwa pada far 'u (kasus cabang) terdapat illat yang ada sama
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pada hukum asal, maka status hukum yang ada pada ami bisa dijalarkan pada
far’u dengan jalan analogi (giyas). Dengan demikian, status hukum far’u
(cabang) sama dengan hukum ami yang memang dan awal bersumber dan
teks al-Quran dan Hadis.

Syafi'iyyah pada dasarnya juga menggunakan zahir (tekstual) sebagai
dasar penetapan hukum, namun operasionalnya berbeda dengan Zahiriyah .
Bagi Syafiiyyah yang dimaksud dengan mengamalkan syariat yang zahir
bukanlah melaksanakan syariat secara dangkal, tetapi mengamalkannya
sesuai dengan hakikat syariat. Menjalankan bagian luar syariat saja adalah
apa yang dipraktikkan olenh Madzhab Zahiri yang didirikan oleh Daud dan
Ibnu Hazm. Adapun pendapat Syafi’iyyah berdasarkan pada zahir nas atau
dilalah nas dan berdasarkan pada prinsip peng ‘illatan hukum (ta’lil ahkam).
Dan karena hukum bersumber dan nas dan maknanya, atau dan dilalah nas
dan isyarat nas tersebut, maka nas yang bersangkutan terlebih dulu harus
dipahami dengan bahasa Arab untuk kemudian dihadapkan pada proses ijma’
dengan ketentuan yang ketat.*6

Syafi‘iyyah menggunakan pendapat sahabat yang dianggap paling
mendekati nas al-Qur’an dan hadits untuk kemudian dihadapkan pada giyas
dengan menganggapnya sebagai kandungan nas tersebut, kemudian dalil

digali dengan makna yang tebih luas, bukan makna yang sempit. Syafi‘iyyah

46 Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi'i Jilid 2 (al-Fighu asy-Syafi'i al-Muyassar 2),
Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h.5
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berpijak pada prinsip yang digunakan Syafi'i dalam menafsirkan syariat
dengan interpretasi yang jelas, eksptisit (zahir), serta dilandaskan pada
pemikiran yang mendalam atas pemahaman terhadap nas dan sesuatu yang
dikandungnya (madlzl), tujuan syariat (maqgshud asy-syari’ah), dan ‘illat
hukumnya. Syafi iyyah menggunakan kaidah figh bahwa hukum berkembang
menurut ada tidaknya alasan (‘i/lat). Dalam hal ini giyds digunakan
berdasarkan ‘i/lat atau alasannya dan makna ras. Proses ini mempersempit
ruang bagi penerapan ijtihad dengan ra ’yu. Sebab, makna nas harus tunduk
kepada kaidah-kaidah giyas yang harus ditetakkan pada tempatnya yang tepat
untuk mewujudkan maslahat dalam syariat atau menyingkirkan mafsadat
yang tidak sejalan dengan syariat melalui giyas dengan adanya ‘illat yang
jelas.
b. Metode Istinbath Hukum Hanafiyah
Abu Hanifah dikenal sebagai ahli ra’yi dalam menetapkan hukum
Islam, baik yang diistimbathkan dari Al-Quran atau pun hadis. Beliau
banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi ketimbang khabar
ahad. Abu Hanifah dalam berijtihad menetapkan suatu hukum berpegang
kepada beberapa dalil syara' yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma’ sahabat, giyas,

istihsan, dan 'urf.4’

47Askar Saputra, Metode ljtihad Imam Hanafi Dan Imam Malik, Jurnal Syariah Hukum Islam
(2018), h. 19
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Langkah-langkah ijtihad Imam Abu Hanifah secara berurutan
merujuk pada Al-Qur’an, sunnah, fatwa sahabat yang disepakati (ljma’ ash-
shahabi), dan memilih salah satu dari fatwa sahabat yang berbeda-beda
dalam satu kasus hukum. Imam Abu Hanifah tidak akan melakukan
Istinbath hukum sendiri, selama ia menemukan jawaban hukum dari
sumber-sumber rujukan tersebut. Yang menarik ialah, Imam Hanafi tidak
menjadikan pendapat ulama tabi’in sebagai rujukan karena rentang weaktu
yang sudah jauh antara Rosulullah dan ulama dari generasi tabi’in. Ia
berpendapat, kedudukannya sama dengan kedudukan tabi’in dalam hal
berijtihad.8

Metode istinbath hukum Hanafiyah dijelaskan oleh Qahtan Abdur

Rahman ad-Dhuri sebagai berikut:
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“lta Sofia Ningrum, Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath
Hukum, Mizan; Jurnal llmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 5 No. 1
(2017) h. 97
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Metode istinbath hukum Abu Hanifah jelas dari ucapan beliau yang
dikutip oleh al-Khatib al-Bagdhadi, yaitu: Saya mengambil Kitabullah
sebagai dasar hukum, apabila tidak menemukan, maka saya mengambil
Sunnah Rasulullah. Jika saya tidak menemukan dalam Kitabullah dan
Sunnah Rasul, maka saya mengambil ucapan sahabatnya. Saya mengambil
ucapan sahabat yang saya kehendaki dan meninggalkan sahabat yang saya
kekendaki. Saya tidak keluar dari ucapan sahabat dan beralih ke selain
sahabat. Apabila telah sampai kepada Ibrahim, Sya'bi, Ibn Sirin, Hasan,
"Atho’, dan Said bin Musayyab, dan beberapa tokoh (Tabi'in), lalu
segolongan ulama yang berijtihad, maka saya berijtihad sebagaimana
mereka berijtihad.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa metode istinbath yang digunakan
oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya didasarkan kepada Al-Quran,
Sunnah Rasul, ucapan sahabat, dalam memutuskan masalah hukum yang
ada nashnya. Adapun dalam masalah yang tidak ada dalil nashnya, maka
Abu Hanifah dan para pengikutnya memutuskan hukum berdasarkan giyas,

istihsan, dan "urf.

49Qahtan Abdur Rahman ad-Dhuri, Manahij al-Fugoha™ fi Istinbat al-Ahkam wa Asbab
Ikhtilafihim, (Beirut: Book Publisher, 2015), H. 39.
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Menurut Hanafyah, istihsan bukanlah sebagaimana diperkirakan oleh
para penentangnya bahwa istihsan semata-mata pendapat tanpa dalil atau
pendapat hawa nafsu dan syahwat. Istihsan adalah giyas yang berlawanan
dengan giyas yang lain yang ditarjih karena adanya dalil yang kuat.>®

Abu Bakr Ahmad al-Jashas al-Hanafi menyebutkan wajibnya berijtihad

dalam masalah yang tidak ada dalil nashnya sebagai berikut:
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Istinbath dilakukan dalam masalah yang tidak ada dalil nashnya,
karena masalah yang telah dijelaskan oleh nash tidak membutuhkan
istinbath. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum-hukum Allah ada yang
dijelaskan oleh nash, dan ada yang tidal dijelaskan oleh nash yang menuntut

kita untuk sampai pada isttidlal dan istibnath.

Hanafiyah menggunakan istihsan sebagai dasar istinbath hukum
dalam masalah yang tidak ditemukan dasarnya dalam al-Quran, Sunnah,
ijma’ dan giyas. Menurut Hanafiyah Istihsan adalah meninggalkan qiyas

dan menggunakan yang lebih kuat dan padanya, karena adanya dalil yang

50Noorwahidah, lIstihsan: Dalil Syara yang Diperselisihkan, Syariah Jurnal Hukum dan
Pemikiran, Volume 16, Nomor 1, Juni 2016 h. 14

5LAbu Bakr Ahmad al-Jashas, Ahkam al-Quran, Juz 3, (Beirut: Dar lhya at-Turots al-"Arabi,
1992), h. 183
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rnenghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan
manusia.5?

Dalam menerapkan istihsan, seorang mujtahid berpaling dan
kebiasaan umum menerapkan ‘illah dan memilih cara menetapkan ‘illah
berdasarkan dampak yang lebih kuat dan efektif. Pengertian istihsan inilah
yang paling konkret di kalangan ulama ilanafi karena telah mencakup segala
sifat dan karakteristik istihsanitu sendiri sebagaimana yang didefinisikan
oleb ulama Hanafi, schingga mereka berpendapat hahwa penerapan istihsan
adalah lehih kuat istidlal-nya ketimbang giyas.>3

al-Jashahs al-Hanafi, memberi argumen pembelaan tentang
penggunaan istihsan oleh Hanafiyah dari para penentangnya sebagai

berikut:
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52Moh. Mufid, Ushul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi,
(Jakarta: Kencana, 2018), h. 77

53Hamka Haq Al-Badry, Al-SyathibT Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-
Muwaéfagét, (Bandung: Erlangga, 2007), h. 248
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Ketika sesuatu yang dianggap baik oleh Allah sebab adanya dalil yang
menunjukkan kebaikannya juga dianggap baik (oleh manusia), maka boleh
bagi kita mengucapkan lafadz istihsan dalam masalah yang ditunjukkan
oleh dalil secara sah. Allah Swt menganjurkan mengerjakan kebaikan dan
menetapkan hidayah bagi pelakunya. Allah Swt berfirman: Maka berikanlah
kabar gembira kepada orang-orang yang mendengar perkataan, lalu
mengikuti yang terbaik. Mereka dalah orang-orang yang diberi petunjuk,
dan mereka dalah orang-orang yang memiliki akal. Diriwayatkan dari Ibnu
Mas ud secara marfu™ bahwa Nabi Saw, bersabda: Apa yang dipandang oleh
orang-orang mukmin sebagai kebaikan, maka hal itu bagi Allah juga baik.
Dan apa yang diapandang orang-orang muslim sebagai keburukan, maka hal
itu bagi Allah juga suatu keburukan. Jika kami menermukan lafadz ini
(istihsan) dalam al-Quran dan Sunnah, maka tidak dilarang mengucapkan
istihsan pada sebagian masalah yang ditunjukkan oleh dalil secara sah,
berdasarkan definisi makna istihsan dan pemahaman terhadap maksud yang

dikehendaki dari istihsan.

5 Ahmad bin Ali ar-Razi al-Jashahs, al-Hanafi, al-Fusul li al-Usuhul, Juz 4, (Kuwait:
Wizarah al- Augaf wa Syu"un al-Islamiyyah, 1994), h. 227
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Hanafiyah walaupun berpegang kepada istihsan, tetapi tetap
berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu
sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang istihsan.
Menurut Hanafiyah melakukan istihsan lebih utama dari pada melakukan
giyas. Karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil
yang lemah. Pada dasarnya dalam praktek istihsan ini, tidak harus ada dalil
yang bertentangan, tetapi istihsan itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang
lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah.>

Abu Hanifah menganalisis tujuan hukum hukum, mencari tujuan-
tujuan moral dan kemaslahatan yang menjadi sasaran utama
disyari’atkannya suatu hukum. Abu Hanifah banyak sangat ketat dalam
penerimaan hadis ahad. Abu Hanifah sering menafsirkan suatu nash dan
membatasi konteks aplikasinya dalam kerangka ‘i/lat, hikmah, tujuan-
tujuan moral dan bentuk kemaslahatan yang dipahami.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi Itsinbath Hukum
Dalam proses untuk sampai pada hasil ijtihad maka diperlukan
penggalian hukum (istinbath) terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar
pengambilan hukumnya. Sumber pengambilan hukum Islam adalah Al-
Qur'an dan Hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa

Arab tersebut, maka ulama telah menyusun kaidah ushul figh yang digunakan

S5Darmawati H, Istihsan dan Pembaruan hukum Islam, Jurnal Al-Fikr Volume 15 Nomor 1
Tahun 2011, h. 167
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dalam praktik ijtihad. Bahasa Arab dalam menyampaikan suatu pesan
dilakukan dengan berbagai cara dan dalam berbagai tingkat kejelasannya.
Untuk itu, ulama telah membuat beberapa kategori lafazd atau redaksi,
seperti mantuq dan mafhum, dari segi jelas dan tidak jelasnya, dan dari segi
hakikat dan majaznya.

Al-Qur’an dan Sunnah sebagai dasar keabsahan syari’at Islam tidak
membuat ketentuan umum bagi tiap kemungkinan permasaiahan yang
diprediksikan. Al-Quran hanya menggariskan konsep konsep global. Untuk
selanjutnya dapat dikembangkan dan dibentuk sesuai dengan tuntutan
masyarakat dan zaman melalui pertimbangan magslahat. Dengan
mempertimbangkan kemaahatan, syari’at Islam akan mampu memecahkan
masalah-masalah yang muncul.%¢

Ditinjau dari aspek kebahasaan, penunjukan makna dari nash
terkadang membutuhkan kajian mendalam karena adanya kesamaran makna,
seperti musykil, khafi dan musytarak. Musykil yaitu lafazh yang maknanya
samar atau kabur karena sesuatu sebab yang ada pada lafazh itu sendiri.
Adapun khafi yatu kesamaran makna bukan disebabkan oleh lafazh itu
sendiri, tapi oleh penerapan segi cakupan lafazhnya. Contoh musykil adalah
lafazh musytarak (polisemi: lafazh yang menunjukkan dua arti atau lebih

secara bergantian), seperti kata 'ain. Kata ini menunjukkan beberapa makna

%6Mukhsin Nyak Umar, Kaidah Fighiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam, (Banda Aceh:
Yayasan Pena Divisi, 2014), h. 33
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(yaitu: mata, sumber air, esensi, mata-mata). Kala ini tidak bisa ditentukan
satu arti tertentu dari beberapa makna yang dikandungnya, kecuali dengan
melihat dalil.>’
a. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Istinbath Hukum Hanafiyah
Corak pemikiran fgih dan ushul fgih Abu Hanifah rasional, karena
pendiri madzhab ini (Imam Hanaf) hidup di Baghdad, kota metropolis
yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia.>® Pemikiran hukumn Abu
Hanifah lebih mengedepankan aspek rasionalitas yang dipengaruhi oleh
lingkungan geografis dan demografis Irak. Banyak pemikirannya yang
progresif dan berbeda dari ulama lain, baik pada aspek metodologis
maupun hasil ijtihad.>®
Sebagai produk ijtihad, hukum Islam tidak terlepas dari adanya
perubahan. Setiap perubahan sosio-kultural umat Islam akan berpengaruh
terhadap perubahan hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam tidak
boleh stagnan dan harus bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan
zaman dan tempat. Persoalan umat Islam akan terus berkembang seiring

dengan kemajuan teknologi, kebudayaan dan lingkungan itu sendiri.®°

57Abdul Hayy Abdul 'Al, Pengantar Ushul Fikih, Penerjemah Muhammad Misbah, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar 2014) h. 250 ,

%8 Abdurrahman Kasdi, Metode ljtihad dan Karakteristik Figih Abu Hanifah, Jurnal Yudisia,
Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 216

59 M. Igbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-
Historis Seputar Hukum Keluarga, Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 72

®lbid., h. 74
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Perbedaan lingkungan tempat tinggal para mujtahid merupakan
faktor yang berpengaruh terhadap pemikiran mujtahid. Lingkungan tempat
tinggal mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan
kebutuhan penting, merajihkan satu illat di atas illat lainnya karena
kuatnya munasabah (kesesuaian) illat tersebut, rnenghukumi sah terhadap
transaksi-transaksi yang mengandung spekulasi karena tidak berakibat
pada permusuhan (pertentangan) sesuai dengan urf (kebiasaan masyarakat
setempat), memperbolehkan perkara yang tidak boleh narnun tidak bisa
dihindari (ma ta’ummu bihi al-balwa), dan hal-hal lainnya yang
menjadikan setiap mujtahid tunduk pada apa yang dilihat dan diketahuinya
di lingkungan tempat tinggalnya itu.6!

Malik bin Anas yang tinggal di Madinah banyak memakai Sunah
dan dengan demikian sanggup menyelesaikan problema-problema yang
timbul dalarn masyarakat yang masih bersifat sederhana. Hal ini berbeda
dengan Abu Hanifah yang tinggal di Kufah yang tidak banyak dijumpai
Hadis. Dengan adanya perbedaan keadaan kedua kota tersebut (Kufah dan
Madinah), maka sumber hukum yang digunakan untuk memproduk hukum
mengalami perbedaan. Untuk rnenyelesaikan kasus hukum, Abu Hanifah
banyak memakai pendapat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah

al-ra’yu, giyas, atau analogi serta istihsan yang juga merupakan suatu

61 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, Penerjemah Rohidin Wahid, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 55
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bentuk analogi. Abu Hani fah dikenal sangat hati-hati dalam menggunakan
al-Sunah sebagai sumber hukum. la hanya memakai Sunah yang betul-
betul diyakininya orisinal dan bukan Al-Sunah buatan, dan karenanya ia
dikenal sebagai penganut mazhab ahi al-rayi (aliran rasionalis).5?
Menurut Abudin Nata lingkungan sekitar menuntut adanya
kemaslahatan yang belum dialami lingkungan sebelumnya. Dan terkadang
pula terjadi perubahan karakter dan kondisi manusia dan yang duhulunya
maslahat menjadi mafsadat. Jika pintu pensyariatan hukum dengan
istishlah tidak diperkenankan bagi para mujtahid, maka syariat Islam
menjadi sempit dan tidak memenuhi kemaslahatan manusia dan
memangkas kebutuhan mereka, serta tidak sesuai dengan perkembangan
zaman, ruang, lingkungan, dan kondisi, padahal syariat Islam
diperuntukkan untuk semua umat manusia dan merupakan penutup seluruh
syariat langit. 62
Memahami pendapat di atas, perbedaan sosio-kultural berpengaruh
terhadap istinbath hukum mujtahid. Lingkungan mujtahid dan peristiwa
yang terjadi di lingkungannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan
lingkungan mujtahid lainnya. Hal ini berdampak pada penilaian maslahat

mujtahid terhadap peristiwa yang dihadapinya.

62Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 247
63 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, h. 339
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b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Istinbath Hukum Syafi iyyah

Metode istinbath hukum Syafi'yyah didasarkan pada pemikiran
Imam Syafi'i yang menyerap berbagai karakteristik mazhab figh
yang berbeda-beda dari berbagai kawasan, antara lain Makah, Yaman, Irak
dan Mesir. Penyerapan tersebut pada akhirnya mempengaruhi alur
pemikiran dan ijtihad hukum yang dihasilkan Syafi yyah. Perjalanan studi
Imam Syafi'i menghasilkan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan yang
muncul di tiap daerah dan kemudian menghasilkan perpaduan menjadi
mazhab baru.

Menurut Yusud al-Qardhowi mujtahid yang hakiki (profesional)
adalah yang melihat nash dan dalil dengan matanya dan melihat kenyataan
dan jaman dcngan matanya yang lain, hingga ia dapat membandingkan
antara kewajiban dan kcnyataan, serta memberikan hukum atas setiap
pcristiwa sesual dengan tempat, zaman, dan kondisi.%*

Imam Asy-Syafi’i tatkala beliau di Mesir, beliau meralat sebagian
hukum yang telah ditentukan dengan ijtihadnya ketika di Baghdad. Hal ini
karena beliau mendengar pendapat dan pada ulama Mesir dan melihat

kondisi lingkungan di Mesir. 6

64 Yusuf Al Qaradhawi, Membangun Masyarakat Baru, Penerjemah Ruysdi Helmi, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), h. 64
85 Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam, h. 65
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Teks wahyu sebagai sumber inspirasi hukum turun bukan dalam ruang
yang kosong, melainkan beriringan dengan konteks realitas yang terus
berkembang dan bergerak dinamis. Persinggungan teks wahyu dengan
realitas masyarakat, dengan demikian, memiliki maknanya tersendiri
dalam memunculkan postulat-postulat hukum. Integrasi teks dan konteks
ini perlu dielaborasi secara sistematis, karena sejatinya hukum Tuhan tidak
lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatanumat manusia.
Teks dan konteks mempunyai hubungan saling melengkapi dalam proses
pergulatan pencarian wujud kemaslahatan dan kesejahteraan umat
manusia sebagai tujuan akhir dan seluruh rangkaian proses pembentukan
hukum. 66

Imam asy-Syafi’i hadir dengan mengusung teori-teori hukum yang
dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai terhadap eksistensi
kedua kubu pemikiran yang saling berhadap-hadapan (ahlu ra’yi dan ahlu
Hadits), Imam asy-Syafi’i benar-benar mencermati latar belakang
perdebatan yang tengah terjadi. Pada satu sisi, Imam asy-Syafi’i berguru
pada tokoh-tokoh aliran tradisional di Makkah sebelum merantau ke
Madinah untuk belajar figh pada Imam Malik bin Anas. Sementara, di sisi
lain, pengembaraan ilmiah Imam asy-Syafi’i bahkan berlanjut hingga ke

Irag untuk berguru pada tokoh-tokoh rasional generasi penerus Imam Abu

8 Abu Yasid, Logika Ushul Figh, h. 36
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Hanifah, seperti Muhammad bin al-Rasan. Dengan modal riklah ‘ilmiyyah
dan pergaulan akademik yang luas seperti ini, Imam asy-Syafi’i dapat
memadukan pola penggunaan wahyu, sebagai sumber primer, dan
kemampuan rasio secara bersamaan. Selain appreciate terhadap
penggunaan sunnah sebagai sumber inspirasi hukum, sebagaimana
ditunjukkan kubu tradisionalis, Imam asy-Syafi’i juga tidak menafi.kan
perkara yang menjadi komitmen kalangan rasionalis dalam penggunaan
analogi. %7

Proses sebuah ijtihad itu sendiri tidak terlepas dari konsep induk umat
Islam yaitu, al-Qur’an dan hadits serta ditambah beberapa sumber lain
yang tentunya juga merujuk kepada dua hal tersebut. Tatacara dalam
mengambil sebuah ijtihad ataupun fatwa beragam metode dan konsep.
Pengistinbatan hukum vyang dilakukan semakin berkembang. Ini
dikarenakan persoalan yang terus muncul dan berkembang dan perlu
segera diselesaikan. Terbentuknya kaidah-kaidah Fighiyyah merupakan
satu jalan dalam mengambil sebuah keputusan hukum dari persoalan yang
terjadi. Tugas mujtahid dalam hal ini adalah membahas, menelusuri dan
mengambil kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan-persoalan

tersebut.

67 Abu Yasid, Logika Ushul Figh, h. 18
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B. lddah
1. Pengertian Iddah
Iddah dari kata "adad yang berarti menghitung. Maksudnva, perempuan
(istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Iddah dalam istilah
agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan
tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari
suaminya.68
Menurut Wahbah Zuhaili, ‘lddah menurut bahasa diambil dan kata
‘adad, mengingat ‘iddah umumnya mencakup Bilangan suci atau bulan.
Kalimat “lddah al-mar ah”artinya hari-hari wanita. la mengikuti wazan
fi’lah dan kata ‘add ‘hitungan’, artinya hari dan masa suci yang dapat
dihitung. Bentuk jamaknya ‘idad.5°
Iddah secara istilah adalah tenggang waktu yang ditetapkan oleh Allah
setelah perceraian, dan wajib hukumnya kepada seorang wanita untuk
menunggu pada masa itu dengan tidak diperbolehkan menikah sehingga
habis waktunya.®
Dalam istilah fugaha iddah adalah masa menunggu wanita sehingga

halai bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliah dan hampir

8Sayyid Sabig, Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid 3, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2006), h. 221

8Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, ), Jilid 2,
Penerjemah: Muhammad Afifi, dan Abdul Hafiz; (Jakarta: Almahira, 2010h. 1

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Ensikiopedi Figih Wanita, Jilid 2, Penerjemah Beni
Sarbeni, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), 418
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saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam
karena maslahat.”*

Berdasarkan pendapat di atas, iddah adalah masa seorang wanita
menanti atau menangguhkan perkawinan setelah diceraikan oleh suami atau
setelah kematian suaminya, baik dengan menunggu kelahiran bayinya,
berakhirnya beberapa masa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang
sudah ditentukan. Masa (waktu) menunggu dalam iddah ditetapkan oleh
syariat Islam dan hanya berlaku bagi wanita yang sudah dicampuri oleh
suaminya, sedangkan wanita yang diceraikan suaminya sebelum bercampur
dengan suami tidak ada iddah baginya.

2. Dasar Hukum lddah
Hukum iddah sebagai masa menunggu bagi istri yang ditalak atau
suami meninggal dunia didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Ayat dalam
Al-Quran yang menjadi landasan disyariatkannya iddah antara lain Firman

Allah Swt, sebagai berikut:

@ s 8 Gl ity Sl

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga

kali quru”. (QS. Al-Bagarah (2): 228)72

"Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat,
Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 318
2 QS. Al-Bagarah (2): 228
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Berkaitan dengan ayat di atas, Az-Zamakhsyari berkata: “Ayat ini
berbentuk kalimat berita dalam makna perintah.” Asal perkataan: “Hendaklah
wanita-wanita itu menunggu”, mengeluarkan perintah dalam bentuk kalimat
berita bermakna penguat perintah dan memberi isyarat termasuk sesuatu yang
wajib diterima dengan segera agar dipatuhi. Seakan-akan mereka telah patuh
terhadap perintah menunggu kemudian Allah memberitakannya apa adanya.
Perumpamaannya perkataan mereka: “Semoga Allah merahmatimu” kalimat
ini dikeluarkan dalam bentuk berita karena percaya terkabulnya, seolah telah

ada rahmat kemudian dibentakan.”®

Berdasarkan pendapat di atas, iddah merupakan perintah Allah kepada
wanita yang telah bercerai dengan suami, baik cerai hidup, maupun cerai
mati, yaitu masa menuggu dalam waktu yang ditentukan sebelum menikah
dengan orang lain.

3. Macam-macam lddah
Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari
suaminya dengan sebab talak, kaulu’ (gugat cerai), faskh (atau ditinggal
mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri
dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup
untuk melakukannya. Iddah dapat dikelompokkan dalam beberapa macam

sebagai berikut:

8Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat, h.
318
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a. lddah istri yang berhaid

Istri yang ditalak dan masih dapat haid, iddahnya tiga kali quru’.
Quru’adalah jamak dan gur 'un, yang berarti haid. Hal ini dikuatkan oleh
Ibnu Qayyirn yang berkata, “Kata qur iin hanya digunakan oleh agama
dengan arti haid. Tidak ada satu ayat pun yang pernah menggunakan kata
qur 'un dengan arti bersih dari haid dan suci.”

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Syafi'yyah yang
mengatakan Quri’ berarti masa suci. Setengah masa suci juga dihitung
satu persucian yang sempurna. Apabila suami menalak istrinya dalam
keadaan suci dan kemudian si istri haid, masa iddahnya habis setelah
menjalani dua masa suci yang lain dan mulai masuk haid ketiga. Apabila
dia menatlak istrinya dalam kondisi haid, dia mesti menjalani ‘iddah
selama tiga persucian yang sempurna. lddahnya selesai begitu haid
keempat habis.”

Ibnu Rusyd mengatakan fugaha berselisih pendapat mengenai arti
kata quru. Segolongan fugaha berpendapat bahwa guru " ialah suci, yakni
masa di antara dua haid. Fugaha lain berpendapat bahwa guru’ ialah haid
itu sendiri. Fugaha yang berpendapat bahwa quru’ adalah suci, dari
kalangan fugaha Amshar, antara lain Malik, Syafi’i, kebanyakan fuqaha

Madinah, Abu Tsaur dan segolongan fugaha. Sedang dari kalangan

"4Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 224
Wahbah Zuhaili, Fgh Imam Syafi'i, Jilid 2, h. 5
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sahabat, antara lain ibnu Umar r.a. Zaid bin Tsabit r.a., dan Aisyah r.a.
Fugaha yang berpendapat bahwa quru’ adalah haid dan kalangan fugaha
Amshar pula antara lain, Abu Hanifah, Tsauri, Auza’i, Ibnu Abi Laila
dengan segolongan fugaha. Sedang dan kalangan sahabat antara lain, Ali
r.a., Umar bin al-Khaththab r.a., Ibnu Mas’ud r.a. dan Abu Musa al-
Asy’arir.a.’®
Berdasarkan pendapat di atas, istri yang dicerai oleh suami, dan
masih mengalami haid dan tidak hamil, maka masa iddahnya adalah tiga
kali quru’. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, pengertian quru™ adalah
haid, sehingga iddah bagi istri yang masih haid adalah tiga kali haid.
Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi‘iyyah, pengertian quru adalah
masa suci, sehingga iddah wanita yang dicerai suami dan masih dapat
hadi adalah tiga kali suci.
b. Iddah Istri tidak Berhaid
Perempuan yang tidak haid ada tiga, yaitu masih kecil (belum
sampai umur); sudah sampai umur, tetapi belum pernah haid; sudah
pernah haid, tetapi sudah tua. sehingga sudah tidak haid lagi

(menopouse).”’

8lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtaliid, Analisa Figih Para Mujtahid, Penerjemah, Imam Ghazali
Said, dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani,2007), h. 602

7Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Pustaka Setia,
2013), h. 253
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Iddah bagi wanita yang sudah tidak haid, dijelaskan dalam Al-

Quran sebagai berikut:

2 (%8 i Qchuwuw‘wwuﬂb
@u@‘Huﬂbﬂ—«‘

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di
antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa
iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)
perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Berkaitan dengan ayat di atas, Sayyid Sabiq mengatakan:
“Perempuan-perempuan yang tidak berhaid, iddahnya selama tiga bulan.
Ini berlaku untuk perempuan anak-anak yang belum baligh dan
perempuan tua, tetapi tidak berhaid, baik perempuan ini sama sekali tidak
berhaid sebelumnya maupun kemudian terputus haidnya.”’® Wahbah
Zuhaili mengatakan, wanita yang ditalak (atau suaminya meninggal)
termasuk orang yang tidak haid karena masih kecil atau telah menopause,
iddahnya adalah tiga bulan.”

Memahami ayat dan pendapat di atas, iddah bagi wanita yang tidak
haid, baik karena masih kecil, atau karena sudah sudah tidak haid lagi

(menopouse) adalah tiga bulan menggunakan kalender Hijriyah.

8Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 226
"Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi'i., h. 8
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c. lddah Perempuan yang Hamil
Untuk Wanita iddah bukan karena ditinggal mati Suaminya, jika
dalam keadaan hamil, maka iddahnya dengan melahirkan anak yang bisa

dihubungkan nasabnya pada suami yang memiliki iddah tersebut.8

‘ 5
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Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan
dalam urusannya. (QS. Ath-Thalaag: 4)8!

Tidak ada perbedaan antara fuqaha’ bahwa wanita yang hamil jika
dipisah suaminya karena talak atau khulu’ atau fasakh, baik wanita
merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, iddahnya sampai
melahirkan.®?

Berdasarkan pendapat di atas, ulama mazhab sepakat bahwa masa
iddahnya wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan bayi yang
dikandungnya dihubungkan nasabnya pada suami yang menceraikannya,

atau suami yang meninggal dunia. Ketentuan iddah bagi wanita hamil

80Gus Avrifin dan Sundus Wahidah, Ensikiopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z
Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 259

81QS. Ath-Thalaaq: 4

82Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat, h.
323
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tersebut berlaku bagi wanita yang berpisah dari suami sebab talak, fasakh
atau khulu™, dan berlaku pula bagi wanita yang merdeka atau budak.
d. Iddah Istri yang ditinggal mati suami
Para ulama mazhab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal
wafat suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh
hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam
usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum.8 Masa iddah

ini didasarkan atas firman Allah Swt yang berbunyi:

w,“/
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Dan orang-orang yang meniggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya
(beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Bagarah: 234).84
Berkaitan dengan ayat di atas, Muhammad Jawad Mughniyah
mengatakan bahwa menurut ulama mazhab empat wanita hamil yang
ditinggal mati suaminya iddanya adalah sampai dia melahirkan bayinya,

sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya

8Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 469
84 QS. Al-Baqgarah: 234
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itu, yaitu dia sudah boleh kawin lagi sesudah lepas kehamilannya. Bahkan
andai kata jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun. 8

Muhammad Bagir mengatakan iddah perempuan yang kematian
suaminya adalah 4 bulan 10 hari, asalkan ia tidak hamil. Jika seseorang
perempuan ditalak raj i suaminya lalu suaminya meninggal selama masih
dalam masa iddah, perempuan itu beriddah seperti iddahnya perempuan
yang kematian suaminya karena ketika ia ditinggal mati, sebenarnya masih
sebagai istrinya.8¢ Lain halnya jika istri yang ditinggal mati oleh suaminya
sedang menjalani iddah dari talak ba'in (talak yang tidak memungkinkan
rujuk lagi) maka iddahnya tetap tiga kali masa suci.8’

Memahami pendapat di atas, iddah wanita yang ditinggal mati oleh
suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi
wanita yang hamil, atau wanita yang ditalak bain. Bagi wanita yang
ditinggal mati suami dalam keadaan sedang hamil. maka iddahnya sampai
ia melahirkan. Sedangkan bagi wanita yang ditalak bain, lalu suami

tersebut meninggal dunia, maka iddahnya tetap tiga kali masa suci.

85Muhammad Jawad Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab:
Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 469

86Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 229

8”Muhammad Bagir, Figih Praktis Panduan Lengkap Muamalah menurut Al-Quran, Al-
Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 294
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C. Talak Bain Menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyah

Ulama sepakat bahwa ke-ba ‘in-an (bainunah) talak dapat jatuh dalam
sebuah talak, baik karena tidak terjadinya persetubuhan, jumlah bilangan talak
yang dijatuhkan, maupun karena adanya pengganti (‘iwadh) dalam kasus khulu’,
yang masih diikhtilafkan oleh para ulama, karena muncul pertanyaan: Apakah
khulu’ termasuk talak atau fahfasakh (pembatalan nikah). Para ulama bersepakat
bahwa jumlah yang menyebabkan jatuhnya talak ba’in adalah ketika talak
dijatuhkan terhadap perempuan merdeka sebanyak tiga kali, jika talak dilakukan
secara terpisah.®

Berdasarkan kutipan di atas, jumhur ulama mazhab sepakat bahwa talak
bain jatuh pada perempuan merdeka yang ditalak tiga kali, talak yang dijatuhkan
pada istri yang belum dicampuri (dukhul), dan talak akibat khulu™. Namun
demikian terdapat perbedaan pendapat antara Syafi iyyah dan Hanafiyyah dalam
perincian masalah yang diuraikan sebagai berikut:
1. Talak Bain Menurut Syafi iyyah

Menurut Syafi'iyyah talak bain hanya dapat jatuh ketika talak

diucapkan dengan sighat yang sharih. Pendapat Syafi'iyyah tersebut sama

dengan pendapat Malikiyyah dan Hanabilah sebagai berikut:
Shkadl ue 12 ASIW! oy ao (3dn Alodly Ladladt (s,
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8lpbnu Ruysd, Bidayatul Mjujtahid., h. 539
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Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat dengan Malikiyyah dalam
masalah jatuhnya talak bain dan talak raj'i, kecuali dalam hal mubara ah
(suami istri yang berselisih sepakat bercerai dimana istri memberi harta
kepada suami) . Syafi'yyah dan Hanabillah mengatakan semua talak jatuh
sebagai talak raj’i kecuali: talak sebelum dukhul, atau talak sebagai
pengganti harta seperti dalam khulu®, atau talak yang genap tiga kali, dan
talak yang disertai bilangan tiga. Berdasarkan hal ini, maka menurut jumhur
ulama selain Hanafiyyah, talak yang jatuh pada talak kinayah hanya talak
raj’i, walaupun suami berniat talak bain. Hal itu karena talak sharih tidak
jatuh kecuali pada talak raj’i, maka talak kinayah yang lebih lemah dari
talak sharih karena ada kemungkinan selain talak, lebih utama sebagai talak
raj i (bukan talak bain). Selain itu karena talak merupakan ketetapan syari
yang tidak dipengaruhi niat, maka menghendaki talak bain dengan kinayah
merupakan bentuk merubah ketetapan syairi.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Syafi'iyyah dan jumhur ulama
mazhab selain Hanafiyah, talak bain tidak jatuh pada talak yang diucapkan
secara kinayah. Hal ini berarti menurut jumhur ulama talak bain hanya dapat

jatuh dengan sighat talak yang sharih.

89 Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar
al-Fikr, 1985), h. 436
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2. Talak Bain Menurut Hanafiyah
Hanafiyyah sepakat dengan Syafiiyyah dalam masalah talak bain
jatuh pada perempuan merdeka yang ditalak tiga kali, talak yang dijatuhkan
pada istri yang belum dicampuri (dukhul), dan talak akibat khulu®. Namun
demikian menurut Hanafiyyah talak bain dapat jatuh dengan shigat talak

kinayah. Hanafiyyah mengatakan sebagai berikut:
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Talak bain sughra, dapat jatuh dengan talak kinayah yang disertai
dengan perkataan yang menunjukkan maka syiddah (sangat), al-quwwah
(kuat) atau baynunah (perpisahan yang jelas). Maksudnya talak kinayah,
jika diniati talak dan tidak diucapkan dengan lafaz: beriidahlah, bebaskan
rahimmu, kamu mendapat satu, maka jatuhlah talak bain satu walaupun
suami niat talak dua, karena tidak ada petunjuk pada lafaz tentang bilangan
dua, maka tetaplah bilangan yang terendah, yaitu satu. Apabila suami niat
talak tiga maka jatuhlah talak tiga, karena talak bain ada dua macam, yaitu
talak bain yang berat, yaitu talak tiga dan talak bain yang ringan, yaitu talak

% Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami., h. 434
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bain satu. Setiap talak yang diniati suami suami, maka jatuhlak talak
tersebut karena pertimbangan lafadz. Contoh sighat talak kinayah yang
menyebabkan talak bain sughra seperti ucapan suami: kamu tertalak dengan
talak yang sangat pedih, atau talak yang sangat kuat, atau talak yang sangat
panjang, atau talak yang sangat lebar, karena yang dimaksud dengan dengan
panjang dan lebar adalah makna sangat dan kuat.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Hanafiyyah talak bain, baik
talak bain sughra, maupun kubra dapat jatuh dengan sighat talak kinayah,
yaitu sigaht talak yang yang disertai dengan perkataan yang menunjukkan
maka syiddah (sangat), al-quwwah (kuat) atau baynunah (perpisahan yang
jelas).

Berkaitan dengan talak bain pada pasangan suami istri yang bersatus
budak, atau salah satu dari keduanya budak, Hanafiyyah mengatakan

sebagai berikut:
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Adapun penjelasan tentang kadar talak dan bilangannya menurut
kami (Hanafiyyah) yaitu bahwa suami istri adakalanya keduanya orang
merdeka, keduanya budak, atau salah satu dari keduanya merdeka dan
satunya budak. Jika suami istri keduanya orang yang merdeka, maka suami
men-talak istrinya dengan bilangan tiga tanpa perselisihan ulama. Jika
keduaa suami istri adalah budak, maka suami yang bersatatus budak tidak
men-talak istrinya yang juga budak lebih dari dua. Hal ini juga disepakati
ulama. Perselisihan terjadi pada masalah ketika salah satu dari suami istri
adalah budak sedangkan pasangannya orang yang merdeka, apakah yang
menjadi pertimbangan bilangan talak adalah status suami atau status istri.
Para sahabat kami (Hanafiyyah) mengatakan bahwa yang menjadi
pertimbangan bilangan talak adalah status istri, sehingga apabila suami yang
bersatatus budak men-talak istrinya yang merdeka, maka bilanngan talak
bainnya adalah tiga. Sedangkan Imam Syafi'i berkata: yang menjadi
pertimbangan adalah status suami, sehingga apabila suami seorang budak
menjatuhkan talak kepada istrinya yang merdeka, maka bilangan talaknya
tidak lebih dari dua.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Hanafiyyah yang menjadi
pertimbangan bilangan talak adalah status istri, sedangkan menurut
Syafi'iyyah yang menjadi pertimbangan adalah status suami. Implikasi dari
perbedaan tersebut, menurut Hanafiyyah apabila suami yang bersatatus
budak men-talak istrinya yang merdeka, maka bilanngan talak bainnya
adalah tiga. Sedangkan Imam Syafi'i berkata: yang menjadi pertimbangan
adalah status suami, sehingga apabila suami seorang budak menjatuhkan
talak kepada istrinya yang merdeka, maka bilangan talaknya tidak lebih dari

dua.

91 Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, Badai® Shanai’ fi Tartibi Syarai* Juz 3, Beirut:
Dar al-Kutub al-1Imiyyah, 2003), h.97
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D. Nafkah Iddah bagi istri yang Ditalak Bain
Para ahli figh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj i masih berhak
mendapat nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi, para ahli figih masih
berselisih tentang perempuan yang ditalak tiga. Abu Hanifah berkata, “la
mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak ra; i
karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya, sedangkan di
rumah ini, dia terkurung karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi, dia
wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang
resmi sejak han jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya kesepakatan
atau adanya putusan pengadilan. Utang ini tidak dapat hapus kecuali sesudah
dibayar lunas atau dibebaskan.%2
Menurut Imam Malik dan Syafi'i, perempuan dalam keadaan iddah b&'in
yang tidak sedang mengandung, baik akibat talak tebus (khulu") atau talak
ketiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal.®3
Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab
dalam masalah nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain. Menurut Hanafiyah
istri yang ditalak bain tetap memperoleh nafkah pada masa iddah. Sedangkan
menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah istri yang ditalak bain hanya memperoleh

tempat tinggal, dan tidak memperoleh nafkah. Dalam penelitian ini, fokus

92Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, h. 229
93Muhammad Bagir, Figih Praktis., h. 235
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pembahasan lebih ditujukan pada pendapat Hanafiyah dan Syafi iyyah sebagai
berikut:
1. Nafkah Iddah bagi istri yang Ditalak Bain menurut Hanafiyah
Menurut ulama Hanafiyah wanita dalam masa iddah berhak atas
nafkah, sekalipun dia dicerai tiga, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat
dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang
menceraikanya guna menjalani ‘iddah. Hukm wanita beriddah akibat
fasakhnya akad, menurut Hanafiyah, sama dengan wanita yang di talak.%
Ibnu al-Humam al-Hanafi, dari kalangan Hanafiyah dalam Syarh fath
al-Qodir menjelaskan tentang nafkah bagi istri pada masa iddah sebagali

berikut:
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Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka istri tersebut berhak
memperoleh nafkah, dan tempat tinggal pada masa iddahnya, baik talak raj i,
maupun talak bain. Syafi'i berkata: “tidak ada nafkah bagi wanita yang
ditalak bain, kecuali apabila ia hamil. Adapun nafkah bagi wanita yang
ditalak raj’i, karena pernikahan setelah talak raj’i masih dapat berlangsung,
terlebih lagi menurut kami (Hanafiyah) yang memperbolehkan suami
bercampur (wati’) dengan istri yang ditalak raj’i. Adapun bagi wanita yang
ditalak bain, pendapat Syafi'i didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan dari
Fatimah binti Qais yang mengatakan “suamiku telah menalak aku tiga kali,
lalu Rasulullah Saw. tidak menetapkan bagiku tempat tinggal dan nafkah.”
Alasan Syafi'i juga dikarenakan suami tidak lagi memiliki hak terhadap istri
yang ditalak bain, dimana nafkah merupakah rangkaian dari hak milik. Oleh
karena itu tidak ada nafkah bagi istri yang ditinggal mati suami, karena tidak
adanya suami. Berbeda halnya apabila istri yang ditalak bain tersebut hamil
(maka tetap berhak memperoleh nafkah), karena kami mengetahuinya dengan
ketetapan nash, yaitu: Dan jika istri-istri yang ditalak itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan kandungan-
nya.% Bagi kami (Hanafiyah), nafkah merupakan imbalan ihtibas (menahan
istri di rumah yang disediakan suami). Ihtibas berpijak pada maksud dari
hukum nikah, yaitu anak, karena iddah diwajibkan untuk menjaga (nasab)
anak, maka diwajibkanlah nafkah. Oleh karena itu istri berhak memperoleh
tempat tinggal berdasarkan ijma” ulama, dan menjadi seperti istri yang sedang
hamil. Hadis dari Fatimah binti Qais telah ditolak oleh Umar ra. yang berkata:

2003),

%lbnu al-Humam al-Hanafi, Syarh fath al-Qodir, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah,
h. 364
%Q.S. at-Talaq: 6
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“Kami tidak meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebab perkataan
seorang wanita yang tidak kami ketahui apakah ia benar atau berdusta? atau
apakah ia hafal atau lupa?. Aku (Umar) mendengar Rasulullah Saw bersabda
“Bagi wanita yang ditalak tiga berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal
selama ia masih dalam masa iddah”

Memahami pendapat di atas, menurut Hanafiyah istri yang ditalak bain

dalam masa iddah masih berhak memperoleh nafkah seperti istri yang ditalak
raj i. Hanafiyah tidak membedakan antara istri yang ditalak bain dan ditalak
raj'i dalam hal memperoleh nafkah. Alasan yang dikemukakan oleh
Hanafiyah karena nafkah merupakan pembanding dari ihtibas, yaitu menahan
istri di rumah yang disediakan suami. Menurut Hanafiyah ihtibas berpijak
pada maksud dari hukum nikah, yaitu anak, karena iddah diwajibkan untuk
menjaga (nasab) anak, dan memastikan bahwa pada saat ditalak istri tidak
sedang mengandung benih dari suami, sehingga pada saat iddah tersebut istri
masih berhak mendapat nafkah. Adapun hadis dari Fatimah binti Qais yang
dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i tentang tidak adanya nafkah iddah bagi
istri yang ditalak bain, menurut Hanafiyah hadis tersebut ditolah oleh Umar
ra. yang berpendapat bahwa istri yang ditalak bain tetap memperoleh nafkah
dan tempat tinggal.

al-Kasani al-Hanafi menjelaskan tentang nafkah bagi istri yang ditalak

sebagai berikut:
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Perpisahan suami istri jika berasal dari suarr"li sebab talak, maka istri
tersebut berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal, baik talaknya talak
raj i, maupun talak bain, baik istri tersebut hamil maupun tidak hamil setelah
terjadi dukhul menurut kami (Hanafiyah) karena menegakkan hak
dengan talak raj’i atau bain tersebut hamil, maka demikian pula ia berhak
memperoleh nafkah dan tempat tinggal.

Memahami pendapat di atas, menurut Hanafiyah sebab wajibnya
nafkah adalah pengekangan terhadap istri sehingga istri tergantung kepada
suami dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ketika masih
dalam masa iddah, istri yang ditalak belum terbebas dari pengekahan tersebut
sehingga masih berhak memperoleh nafkah, baik istri yang ditalak raj’i
maupun istri yang ditalak bain.

2. Nafkah Iddah bagi istri yang Ditalak Bain menurut Syafi iyyah

Imam Syafi’i berkata: Saya tidak mengetahui ada orang yang berselisih
di kalangan ahli ilmu bahwa wanita yang ditalak dan dapat dirujuk oleh
suaminya masih menempati posisi sebagai istri, dimana suami berkewajiban

memberinya nafkah dan tempat tinggal; dan bahwasanya talak, ila” (sumpah

9 Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, Badai Shanai fi Tartibi Syarai® Juz 5,
(Beirut: Dar al-Kutub al-lImiyyah, 2003), h. 121
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untuk tidak mencampuri istri), zhihar (menyamakan istri dengan wanita
mahram) dan lian-nya berlaku atas wanita yang dicerai dan sedang menjalani
masa iddah, dan hal ini berlaku kepada semua wanita yang dicerai kecuali
wanita yang ditalak dan tidak dapat dirujuk lagi oleh suaminya.®®

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Imam Syafi'i istri yang ditalak
bain, yaitu yang tidak dapat dirujuk kembali oleh suami tidak memperoleh
nafkah dan tempat tinggal. Adapun istri yang ditalak raj i menurut Imam
Syafi'i merupakan kesepakatan ulama terhadap wajibnya nafkah pada istri
tersebut selama menjalani masa iddah.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i tentang tidak
adanya nafkah bagi iddah bagi istri yang ditalak bain dan tidak hamil
dijelaskan sebagai berikut:

Imam Syafi’i berkata: Diriwayatkan dari Abu Salamah dan Fathimah
binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan talak ba‘in kubra
sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka la mengutus wakil kepada
istrinya dengan membawa sya ‘ir (Salah satu jenis gandum) dan si istri
memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka

ia berkata, “Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun!” Lalu

%BMuhammad bin Idris asy-Syafi'i, Mukhtashar Kitab al-Umm fiil Fighi (Ringkasan Kitab
Al-Umm) Jilid 2, Penerjemah Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i,
2004), h. 601
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la datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau
bersabda, “Tidak ada hak nafkah bagimu padanya.®?
al-Mawardi asy-Syafi'i menjelaskan tentang nafkah bagi istri yang

ditalak pada masa iddah sebagai berikut:
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Adapun istri yang ditalak ada dua macam, yaitu istri yang ditalak raj’i
dan talak bain. Istri yang ditalak raj"i berhak memperoleh nafkah dalam masa
idahnya, dan bagi suami wajib membayarkan zakat fitrahnya. Adapun istri
yang ditalak bain ada dua keadaan, yaitu yang hamil dan tidak hamil. Jika
istri yang ditalak bain tidak hamil, maka ia memperoleh tempat tinggal dan
tidak memperoleh nafkah. Apakah suami wajib membayarkan zakat
fitrahnya?, Ada dua pendapat yang bersumber dari perbedaan pendapat Imam
Syafi'i dalam masalah nafkah istri yang hamil, apakah kewajiban nafkah
karena diri istri tersebut? atau karena kehamilannya. Jika kita mengatakan
bahwa nafkah wajib bagi istri yang hamil karena diri istri tersebut, maka wajib
bagi suami membayarkan zakat fitrahnya. Jika dikatakan bahwa nafkah wajib
karena kehamilannya, maka suami tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya,
karena nafkah bukan disebabkan karena diri istri, sedangkan kehamilan tidak
dizakati.

9 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Mukhtashar Kitab al-Umm., h. 602
100 gl-Mawarid, al-Hawi al-Kabir, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiyyah, 1994), h. 355
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Berdasarkan kutipan di atas, menurut Syafi yyah istri yang ditalak raj’i
pada masa iddah masih berhak memperoleh tempat tinggal, dan nafkah.
Suami juga berkewajiban membayarkan zakat fitrahnya. Adapun istri yang
ditalak bain pada masa iddah jika tidak dalam keadaan hamil, maka hanya
memperoleh tempat tinggal saja, dan tidak memperoleh nafkah. Namun jika
dalam keadaan hamil, maka berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah.

Ibnu al-Mulaqgin asy-Syafi'i juga menjelaskan tentang hak istri yang

ditalak bain pada masa iddah sebagai berikut:
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Istri yang tidak hamil yang ditalak bain sebab khulu™ atau sebab talak
tiga maka tidak ada nafkah baginya, dan tidak ada kewajiban suami memberi
pakaian, karena hadis Fatimah binti Qais bahwa suaminya menalak dirinya
dengan talak bain, lalu suami mengtus wakilnya kepada Fatimah binti Qais
dengan membawa gandum, lalu Fatimah binti Qais lalu marah kepadanya,
kemudian mendatangi Rasulullah Saw, maka Rasulullah Saw bersabda:
“tidak ada hak bagimu atas suami nafkah”. Muttafaq "alaih. Dalam riwayat
Muslim “dan tidak ada tempat tinggal”. Taqyid (pembatasan makna) pada
Firman Allah “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya” yang disebutkan setelah
talak dalam Firman Allah “tempatkan istri-istrimu dimana kamu bertempat

101 1bnu Mulaggin, “Umdah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Juz 12, (Beirut: Dar Ibnu Hazm,
2018), h. 286
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tinggal” memberi tahu bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh
nafkah, berbeda dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya.

Berdasarkan kutipan di atas, alasan yang dikemukakan Syafiyyah
tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain dan tidak sedang
hamil adalah Hadis dari fatimah binti Qais yang ditalak bain oleh suaminya.
Dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan
nafkah bagi Fatimah binti Qais. Menurut Syafi iyyah rangkaian ayat pada
Surah ath-Talaq ayat 6 berimplikasi pada adanya taqyid, yaitu membatasi
hanya pada istri yang hamil yang memperoleh nafkah pada masa iddah talak
bain.

an-Nawawi dalam al-Majmu’ juga menjelaskan sebagai berikut:
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Apabila suami men-talak istrinya setelah dukhul, dengan talak raji
maka wajib baginya tempat tinggal dan nafkah karena sifat perjodohan masih
tetap, dan dimungkinkan adanya istimta™ (mengambil kesenangan dari istri).
Jika suami menalak istrinya dengan talak bain, maka wajib baginya tempat
tinggal, baik ia hamil atau tidak, karena firman Allah Swt. “Tempatkanlah
mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka.” Adapun nafkah, maka jika istri yang ditalak bain tidak hamil, maka
tidak wajib, sedangkan jika ia hamil, maka wajib memberinya nafkah, karena
Firman Allah “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan.” Allah mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka
menunjukkan bahwa nafkah tidak wajib ketika tidak ada kehamilan. Apakah
wajibnya nafkah karena kehamilan atau karena istri yang hamil sebab
kehamilannya, Ada dua pendapat. Imam Syafi'i berkata dalam qoul godim,
nafkah wajib karena kehamilan, karena nafkah wajib sebab adanya kehamilan
dan gugur sebab tidak adanya kehamilan. Imam Syafi'i berkata dalam kitab
al-Umm nafkah wajib karena istri yang hamil sebab kehamilannya. Pendapat
ini yang shahih.

Berdasarkan pendapat di atas, menurut Syafi'yyah kehamilan
merupakan sebab wajibnya nafkah bagi istri yang diatalak bain pada masa
iddah. Hal ini dipahami dari redaksi ayat 6 dalam Surah ath-Talaq yang
menyebutkan “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan. Bagi Syafi yyah penyebutan istri yang hamil dalam ayat tersebut
menunjukkan bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh nafkah pada

masa iddah talak, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Fatimah binti Qais.

h. 173

102 an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh Muhadzab, Juz 20, (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyah, tt),



BAB 11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Mazhab Syafi’i
1. Berdirinya Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’1 dibangun oleh Abl ‘Abd Abdillah Muhammad ibn
Idris ibn Syafi’i, lahir di desa Gaza pada tahun 150 H. Kemudian oleh ibunya
la dibawa ke kola ‘Asqalan pada usia dua tahun. Ketika umur 10 tahun ia
dibawa ke Mekkah. Imam Syafi'i membangun mazhabnya dengan
mengkombinasikan mazhab Hijaz (ahli al-Hadis) dan mazhab Iraq (ahli al-
Ra’y).” Halagah al-Syafi’idi Masjid Haram menawarkan konsep-konsep baru
mengenai metodologi ilmu figih dan menawarkan pendapat-pendapa tharu
yang segar. Pada tahun 195 H. Imam Syafi'i pergi untuk kedua kalinya ke
‘Iraq dan membuka halagah di Masjid al-Garbi Bagdad. Setelah meletakkan
kerangka besar mazhabnya di sini selama dua tahun ia kembali ke Mekkah.
Mazhab inilah yang disebut al-qaul al-gadim. Setahun atau dua tahun
kemudian tepatnya pada tahun 199 H ia kembali ke Ir&q untuk ketiga kalinya
selama satu tahun dan dua bulan kemudian ia berangkat ke Mesir pada akhir
tahun 199 H. Di Mesir, ia memperbaharui mazhabnya sehingga langkah

langkahnya yang kedua ini dikenal dengan nama al-gaul al-jadid. 103

103 Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, (Semarang: Aneka
llmu, 2003), h. 14
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Berdasarkan kutipan di atas, periode awal pertumbuhan mazhab
Syafi'i dimulai sejak Imam Syafi'i kembali ke Mekkah setelah kepergian
yang pertama ke Baghdad. Halagah Imam Syafi'i di Masjid Haram
menawarkan konsep-konsep tentang metodologi ilmu figih dan menawarkan
pendapat-pendapa baru yang berbeda dari mazhab sebelumnya. Berawal dari
halagah Imam Syafi'i di Masjidil Haram tersebut dimulailah tonggak baru
sejarah terbentuknya mazhab Syafi'i.

Imam Syafi'i meneliti dan mengkaji karya-karya ilmiah dan rasional
dalam berbagai disiplin ilmu, agar dapat memilih metode yang tepat sebagai
dasar bagi mazhab figih barunya. la mulai menyusun kaidah-kaidah dan ushul
figih untuk memposisikan dirinya secara tepat di antara mazhab tradisional
dan mazhab rasional.104

Setelah yakin mazhah figihnya dapat menuai kesuksesan, maka Imam
Syafi'i kembali datang ke Baghdad pada tahun 195 H. Kedatangannya kali
ini bukan sebagai pelajar atau perantau, tapi sebagai imam mujtahid yang
membawa mazhab figih baru yang belum pernah diajarkan oleh ulama
sebelumnya. Mazhah figihnya pun berbeda dengan dua mazhab pendahu-

lunya yang pada waktu itu banyak dianut orang. 105

104Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Ensiklopedia Imam Syafi'i, al-lmam al-Syafi'i Mazdhabihi
al-Qadim wa al-Jadid,) alih bahasa Usman Syaroni, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), h. 174
105Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Ensiklopedia Imam Syafi'i., h. 174
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Kedatangan Imam Syafi'i yang kedua di Baghdad berbeda dengan
kedatangannya yang pertama. Pada kedatangan yang kedua tersebut Imam
Syafi’i sudah dikenal sebagai mujtahid yang mengeluarkan fatwa berdasarkan
mazhab yang dibentuknya. Mazhab tersebut menawarkan metode yang
berbeda dengan aliran figh yang sudah ada di Baghdad sebelumnya yang
dikembangkan oleh sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi’i terus menyebarkan mazhab baru di Irak dengan tekun
dan sungguh-sungguh selama 2 tahun. Bahkan telah mempunyai pengikut
setia dan kader-kader penerusnya, seperti Ahmad bin Hanbal, az-Za’farani,
al-Karabisi, dan Abu Tsaur. Selama di Baghdad, ia berhasil menulis kitab
figih yang diberi judul al-Hujjah. Ibnu Hajar mengutip pendapat al-Baihaqi
yang menyebutkan bahwa kitab al-Hujjah karya Syafi’i disebarkan oleh az-
Za’farani. Selain itu, ada juga karya-karya Syafi’i lainnya yang disebarkan
oleh murid selain az-Za’farani, seperti kitab as-Sair yang diriwayatkan oleh
Abu Abdurrahman Ahmad bin Yahya asy-Syafi’i. Dalam kitab Kasyf azh-
Zhunan, disebut kan bahwa kitab al-Hujjah karya Syafi’i adalah kitab figih
yang berjilid besar yang ditulis di Irak. 16

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi’i pada periode
pertumbuhan Mazhab di Baghdad disebut gaul gadim dan banyak tertuang

dalam Kitab al-Risaiah al-Qadimah. Adapun fatwa-fatwa yang dikeluarkan

108Ahmad Nahrawi Abdus Salam, Ensiklopedia Imam Syafi'i., h. 175
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setelah ia berada di Mesir disebut qaul jadid. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan
oleh Imam Syafi’i setelah berada di Mesir disebut dalarn Risalah al-Jadidah
yang dikenal dan beredar hingga sekarang.1%7
Kitab Risaiah al-Jadidah merupakan kitab ushul fikih yang memuat
kaidah-kaidah yang secara taat asas diaplikasi kan oleh asy-Syafi’i dalam
melaksanakan ijtihadnya dalam menetapkan suatu hukum. Selain itu, gaul
jadid yang dikemukakan oleh asy-Syafi’i ini juga terdapat dalam Kitab al-
Umm, al-Amali, al-Imla® dan lain-lain. Fatwa-fatwa qaul jadid ini
diriwayatkan oleh enam orang sahabat Imam Syafi’i di Mesir, yaitu Imam al-
Buwaitihi (w.231), Harmalah (w. 241), al-Rabi’ al-Jizi (w. 257), Yunus Ibn
Abd. al-Ala (w. 264), al-Muzani (w. 264), dan al-Rabi’ al-Muradi (w. 271).
Melalui mereka inilah Mazhab asy-Syafi’i berkembang ke berbagai wilayah
Islam di seluruh dunia.108
Di antara para perawi pendapat-pendapat dan fatwa Imam Syafi’iy
saat di Iraq adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal (W 241 H), Abu Tsaur Ibrahim
Ibn Khalid (W 240 H), Abu ‘Ah al-Hasan Ibn Muhammad al-Za’farany (W
248H) dan Abu ‘Aly al-Husain Ibn ‘Aly al-Karabisy (W 248 H). Adapun para
perawi pendapat jadid imam Syafi’iy adalah: Ismail Ibn Yahya al-Muzany
(W 264 H), Yusuf Ibn Yahya al-Buwaithy (W 231H), Rabi’ Ibn Sulaiman al-

Murady (270 H), Rabi’ ibn Sulaiman al-Jayzy (W 256H), Harmalah lbn

107 Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 17
108Abdul Manan, Pembaruan Hukum.,h. 17
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Yahya (W 219 H), Yunus Ibn Abd al-Ala (W264 H), Abdullah Ibn Zubair al-
Makky al-Humaydy (W 219H), Muhammad Ibn Abdullah Ibn ‘abd al-Hakam
(W214 H) beliau di kemudian han berpindah ke mazhab Maliky.1%°
Berdasarkan pendapat di atas, periode terbentuknya mazhab Syafi’i
secara umum terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu sejak
halagah Imam Syafi'i di Masjidil Haram sampai dengan kedatangan Imam
Syafi'i di Baghdad. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i pada periode pertama tersebut
dikenal dengan sebutan goaul godim. Periode kedua dimulai sejak kedatangan
Imam Syafi'i di Mesir. Fatwa-fatwa beliau di Mesir kemudian dikenal dengan
sebutan goul jadid.
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di Baghdad dan di
Mesir kemudian diriwayatkan dan diteruskan oleh sahabat dan murid-
muridnya. Periwayatan fatwa dan pendapat Imam Syafi'i tersebut kemudian
memunculkan istilah-istilah yang menjadi karakteristik mazhab Syafi’i
sebagai berikut:
1) Al-Agwal (pendapat-pendapat): Ini dinisbatkan kepada Imam Asy
Syafi’i.
2) Al-Awjuh (pandangan-pandangan): Ini adalah pikiran-pikiran yang
dicetuskan oleh para ulama ahli figih madzhab Asy-Syafi’i berdasarkan

kaidah-kaidah dan ushul-ushulnya.

109 Rudy Fachruddin, Wawasan Mazhab Syafi'iy: Jilid Satu, (), h. 11-12
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3) Ath-Thuruq (jalur-jalur): Ini adalah perbedaan para perawi dalam

menceritakan pendapat Asy-Syafi’i yang terdiri dari:

1) Al-Azhhar/yang paling kuat: Yakni di antara dua versi pendapat atau

lebih dan pendapat Imam Asy-Syafi’i yang kuat perselisihannya di
antara keduanya atau dalam keduanya. Lawannya ialah zhahir,

karena kuatnya pemahaman.

2) Al-Masyhur (yang terkenal): Yakni di antara dua atau lebih pendapat

3)

4)

Imam Asy-Syafi’i yang tidak cukup tajam perselisihannya dalam
keduanya atau padanya. Bandingannya adalah gharib (asing) karena
lemahnya pemahaman. Masing-masing al-azhhar dan al-masyhur,
adalah bagian dan dua versi pendapat Imam Asy-Syafi’i.

Al-Ashah (yang lebih shahih): Yakni di antara dua atau beberapa segi
pendapat yang diketengahkan oleh ashab dan ucapan Imam Asy-
Syafi’i berdasarkan pada ushul-ushulnya, atau yang mereka cetuskan
dan kaidah-kaidahnya. Perbedaan di antara yang telah disebutkan
cukup tajam. Bandingannya ialah shahih.

Shahih: Yakni dan dua atau beberapa segi. Tetapi perbedaan di
kalangan para ashab tidak cukup tajam. Bandingannya adalah dha 'if,
karena lemahnya pemahaman. Masing-masing al-ashah dan shahih
adalah bagian dan dua atau beberapa segi pandang yang

dikemukakan oleh al-ashab.
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5) Al-Madzhab: Yakni dan dua atau beberapa jalur sanad. Ini adalah
perbedaan para ashab dalam mengutip pendapat.

6) Nash: Yakni nashnya Imam Asy-Syafi’i. Bandingannya adalah segi
pendapat (wajh) yang lemah atau takhrij. Masing-masing bisa
memberikan fatwa tanpa berdasarkan nash.

7) Al-Jadid (pendapat baru): Bandingannya pendapat versi lama.
Pendapat versi baru ialah apa yang dikatakan Asy-Syafi’i ketika
berada di Mesir, baik berupa tulisan atan fatwa.

8) Al-Qadim (pendapat versi lama): Yakni apa yang dikatakan As
Syafi’i di Irak berupa tulisan dalam kitabnya Al-Hujjah, atau yang
difatwa- kannya.1°
Memahami kutipan di atas, dinamika perkembangan mazhab Syafii

yang diriwayatkan sahabat dan murid-muridnya melahirkan istilah-istilah
yang menjadi ciri khas mazhab Syafi'i, seperti agwal, awjuh, adzhar dan
sebagainya. Istilah-istilah tersebut merujuk pada pendapat Imam Syafi’i
secara langsung, atau merujuk pada pendapat para murid-muridnya, seperti
al-Muzani, al-Buwaiti, Harmalah dan Rabi’. Istilah-istilah dalam mazhab
Syafi'i tersebut selanjutnya acuan bagi pengikutnya dalam memilih satu
pendapat ketika terjadi perbedaan pendapaat diantara ulama-ulama

Syafi‘iyyah. Dalam hal ini berlaku kaidah jika terjadi perbedaan pendapat

1O0Alauddin Za'tari, Fikih lbadah Madzhab Syafi'i, Penerjemah Abdul Rosyad Shiddig,
(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), h. 30-31
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antara qoul godim dan qoul jadid, maka yang harus diikuti adalah pendapat
Imam Syafi'i di qoul jadid, karena qoul jadid merupakan bentuk revisi dari
qoul godim.
2. Perkembangan Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi'i berkembang dikembangkan oleh murid-muridnya ke
seluruh dunia. Adapun murid-murid Imam Syafi'i di antaranya adalah sebagai
berikut:
Di mekkah Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas,
Abu Bakar bin Muhammad bin idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad :
AlHasan As-Sabah Az-Za farani, Al-Husain bib Ali Al-Karabisi, Abu Thur
Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asyari . Di Mesir: Harmalah bin
Yahya, Yusuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismail bin Yahya al-Mizani, Muhammad
bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi’in Sulaiman Al-Jizi.1!
Mazhab Syafi’i sekarang diikuti di Mesir, Palestina, (juga di beberapa
tempat di Syria dan Lebanon, Irak, dan India), Muangthai, Malaysia, dan
Indonesia.t!?
Imam Syafi’i mujtahid yang pertama kali mengemukakan qiyas sebagai
dasar penggalian hukum. Para Fugoha sebelumnya membahas tentang ra ‘yu
tanpa menentukan batas-batasanya dan tidak menentukan batasan ra yu yang

shahih dan yang tidak shahih. Imam Syafi’i adalah tokoh dan ulama besar

IAhmad As-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab., h. 151-152
12Fauzi, Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2018), 65
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dalam bidang Ushul Figh. Jasa besarnya terletak pada keberhasilannya
mensistimasikan dasar-dasar teori figh (teori-teori yurisprudensi Islam)
menjadi sebuah disiplin ilmu yang dikenal dengan Ushul Figh.ljma dan giyas
menurut Imam Syafi'i merupakan sumber hukum tambahan setelah Al-Quran
dan Hadis.

Tradisi Syafi’iyah berkembang di Iraq dan juga di Khurasan, di
samping di Mesir. Tokoh Syafi’iyah di Irdq anlara lain adalah AbG Hainid
Ahmad al-Isfirdyini (344 -406 H). la memberi anotasi-anotasi pada Syarh al-
Muzanni. Di Khurasan Syafi iyyah dikemhangkan oleh Abl Bakr ‘Abdullah
ibn Ahmad al-Qaffél al-Sagir al-MarGzi (327-417 H). la menulis Syarh al-
Mukhtasar. 113

Mazhab Syafi’i mendominasi perkembangan Islam di Indonesia,
Brunei dan Malaysia (IBM). Mazhab ini merupakan mazhab kebanyakan
umat Islam di Asia Tenggara, khususnya di ketiga negara tersebut. Figih
mazhab Syafi’i dipakai secam turun temurun untuk menyelesaikan berbagali
persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari, baik bidang ‘ubdiyah,
bidang mu*amalah, bidang kewarisan maupun bidang pernikahan. Materi-
materi yang bersumber dan kitab-kitab figih mazhab Syafi’i yang demikian
banyak di kalangan masyarakat yang cukup luas di Indonesia, dan negara

negara lain di Asia Tenggara, senantiasa menjadi acuan keputusan

113 Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafi'i h. 15
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pengadilan, khususnya mengenai masalah-masalah pernikahan, waris, hibah
dan ini menunjukkan betapa kuat pengaruh figih mazhab Syafi’i dalam
kehidupan Umat Islam Asia Tenggara. 114
Berdasarkaan pendapaat di atas, mazhab Syafi'i merupakan mazhab
yang diikuti mayoritas umat Islam di Asia Tenggara, yaitu di Indonesia,
Malaysia dan Brunei. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan
murid-muridnya menjadi rujukan dalam rujukan dalam perumusan hukum
perkawinan, pewarisan, wakaf, hibah, wasiat dan sebagainya. Kitab-kitab
mazhab Syafii secara luas diajarkan dan dikaji oleh umat Islam di Indonesia
dan Malaysia dan menjadi acuan dalam praktik ibadah sehari-hari, baik di
bidang ibadah maupun muamalah.
B. Gambaran Umum Mazhab Hanafi
1. Berdirinya Mazhab Hanafi
Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua di antara empat mazhab
ahli al-Sunnah wa al-jama’ah yang populer.” Mazhab ini dinisbahkan kepada
Imam Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit bin Zutha al-Tamimi. Lahir di
Kuffah pada 80 H/700 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Orangtua
Abu Hanifah masih merniliki hubungan kerabat dengan Mi bin Abi Thalib.

Ja hidup dalam keluarga pedagang di Kuffah, karena keluarganya termasuk

114 Abdul Hadi Muthohhar, Pengaruh Mazhab Syafii h. 2-3
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orang-orang yang senang berdagang di Kus. Oleh karena ini, sebagaimana
keluarganya la juga cenderung terhadap perdagangan.1®

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. adalah Abu Hanifah An-
Nukman bin Tsabit bin Zufl At-Tamimi. Beliau rnasih rnernpunyai pertalian
hubungan kekeluargaan dengan Imam Ah bin Abi Thahib ra. Imam Ahi
bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi
keturunannya. Tak heran. jika kemudian dan keturunan Tsabit ini. muncul
seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.116

Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan
Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa
kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau
telah mengkaji dan menghafal Al-Qur’an. Selain memperdalam A1-Qur’an,
beliau juga aktif mempelajari ilmu figih. Dalam hal ini kalangan sahabat
Rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu
Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dan mereka. beliau juga mendalami ilmu
hadis. 117

Berdasarkan uraian di atas, mazhab Hanafi merupakan mazhab figh
yang didirikan oleh Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit. Penyebutan Hanafi

merupakan nisbat dari nama pendirinya. Mazhab tersebut pertama

15Fauzi, Sejarah Hukum Islam., h. 55

18Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 14

17Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab., h. 14
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berkembang di Kufah tempat kelahiran Abu Hanifah yang pada saat itu Kufah
merupakan kota besar, tempat tumbuh berbagai ilmu dan budaya.

Mazhab Hanafi merupakan mazhab tertua dibandingkan dengan tiga
mazhab figh lainnya, yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab
Hanbali. Ke-empat mazhab tersebut merupakan khazanah keilmuan hukum
Islam yang sampai sekarang masih bertahan dikenal dengan sebutan al-
madzahib al-arba’ah.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70
tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M.
didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami’ Abu Hanifah. 118

Abu Hanifah tidak meninggalkan karya tulis mengenai pandangan-
pandangan hukum. Hanya saja terdapat risalah-risalah kecil yang dinisbatkan
kepadanya, seperti al-Figh al-Akbar, al-Alim wa al-Muta’alim dan juga
risalah yang menolak pandangan qadariyyah. Karya-karya tersebut
kemduian dibukukan oleh para muridnya. Terdapat empat orang murid Abu
Hanifah yang paling terkenal, yakni Ya’kub ibn Ibrahim ibn Habib alAnsari,
terkenal dengan nama Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn al-
Hassan ibn Fargad asy-Sayibani, dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’lui. Melalui

keempat muridnya inilah pemikiran Abu Hanifah tersebar.11?

18Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab., h. 15
19M. Igbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-
Historis Seputar Hukum Keluarga, Jurnal Al-Mazahib, VVolume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 76
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Masalah-masalah fgih dalam madzhab Hanafi terbagi dalam tiga
bagian sebagai berikut:

a. an-Nawadir adalah masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam
Abu Hanifah dan kawan-kawannya di luar kitab Dzahir ar-Riwayah.

b. al-Ushdl adalah masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab Dzahir
ar-Riwayabh, yaitu apa-apa yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah
dan sahabat-sahabatnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad serta orang
yang pernah bertemu langsung dengan Imam Abu Hanifah. Hanya saja,
mayoritas masalah-masalah ini diambil dari pendapat Imam Abu
Hanifah, sahabatnya Abu Yusuf dan Muhammad atau pendapat
sebagian dari mereka.

c. al-Fatawa adalah apa-apa yang difatwakan para mujtahid madzhab
Hanafi masa terakhir dalam hal-hal yang belum disebutkan dalam
riwayat Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya sebagai takhrij atas
madzhabnya. Kitab pertama yang dikenal dalam fatwa-fatwa Madzhab
Hanaf adalah an-Naw4jil karya Abu Laits as-Samargandi.1?0

Berdasarkan pendapat di atas, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam masalah hukum terbagai
menjadi tiga kategori, yaitu: masalah-masalah yang diriwayatkan dari Imam

Abu Hanifah dan kawan-kawannya di luar kitab Dzahir ar-Riwayah yang

120 Ahdurrahman Kasdi, Metode ljtihad Dan Karakteristik Figih Abu Hanifah, jurnal yudisia,
Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h. 224-225
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disebut dengan Nawadizr. Adapun fatwa-fatwa dari Imam Abu Hanifah dan
murid-muridnya dalam kitab Dzahir ar-Riwayah disebut dengan al-ushul.
Mayoritas fatwa diambil dari pendapat Imam Abu Hanifah, sahabatnya Abu
Yusuf dan Muhammad.
2. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Abu Hanifah pertama kali muncul di Kufah, tempat kelahiran
sekaligus tempat bermukimnya sang Imam. Setelah Abu Hanifah meninggal,
banyak ulama dan berbagai penjuru negeri Islam datang ke Bagdad untuk
belajar. Merekalah yang kemudian membawa dan menyebarkanya ke negeri
masing-masing. 121

Sepeninggal Abu Hanifah, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui
murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-murid Abu Hanifah
yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak. Waki’ bin Jarah Ibn
Hasan Al-Syaibani. dan lain-lain. Sedang di antara kitab-kitab Imam Abu
Hanifah adalah: Al-Mustiad (kitab hadis) dikumpulkan oleh muridnya), Al-
Makharij (buku ini dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan
oleh Abu Yusuf), dan Figb Akbar (kitab figih yang lengkap). 12

Tokoh vyang berperan dalam pengembangan mazhab Hanafi

diantaranya adalah Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. la merupakan tokoh

121D, A. Pakih Sati, Jejak Kehidupan dan Keteladanan Imam 4 Mazhab, (Yogyakarta: Kana
Media, 2014), 48-49

122Muhammad Jawad Mughniyah, Figih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali, Penerjemah, Masykur A.B., (Jakarta: Lentera 2012), h. 15
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yang dikagumi oleh Imam Syafi’i. Ia juga berperan besar dalam menyebarkan
pemikiran-pemikiran Abu Hanifah sehingga mazhab Hanafi pun menjadi
semakin besar. la membukukan semua pemikiran Abu Hanifah tentang
hukum Islam. Pada perkembangan berikutnya, mazhab Hanafi terus
berkembang dengan peran aktif para generasi selanjutnya. Dalam hal ini, al-
Karkhi memegang kendali mazhab Hanafi di Irag, sementara perkembangan
mazhab Hanafi di Mesir dilakukan oleh Ismail bin Yasa’ al-Kufi ketika
menjadi hakim di negeri itu (sekitar tahun 164 H.). la merupakan hakim
pertama di Mesir yang bermazhab Hanafi. 123

Mazhab Abu Hanifah berkembang pesat di wilayah Mesir, Syam,
Azerbaijan, Afganistan, India, Cina, seria Bagdad dan sekitarnya. Bahkan, di
sebagian negeri, mazhab Abu Hanifah menjadi pendapat yang harus
dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mazhab ini resmi digunakan sebagai
mazhab negara ketika Abu Yusuf menjadi Qadhi Utama di Daulah
Abbasiyyah. Selama rentang waktu 170 tahun kemudian, mazhab ini tetap
menjadi mazhab resmi negara. Bahkan, setiap orang yang menjadi Qadhi
harus menguasai semua pendapat dalam mazhab ini. Di beberapa wilayah
Afrika seperti Tunisia, Maroko, dan negeri lain mazhab Abu Hanifah juga

sempat berkembang pesat sampai tahun 400 H. Sebelumnya, tidak ada

123M. Igbal Juliansyahzen, Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-
Historis Seputar Hukum Keluarga, Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomer 1, Juni 2015, h. 76
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seorang pun yang menganut mazhab ini di wilayah Afrika hingga Qadhi Asad
bin Al-Furat bin Sinan mengembangkannya ke segenap penjuru negeri. 124

Berdasarkan uraian di atas, mazhab Hanafi berkembang di Mesir,
Syam, Azerbaijan, Afganistan, India, Cina, seria Bagdad dan sekitarnya. Pada
masa Daulah Abbasiyyah Mazhab ini resmi digunakan sebagai mazhab
negara ketika Abu Yusuf menjadi Qadhi Utama dan menjadi persyaratan bagi
setiap hakim untuk menguasai figh mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi juga berkembang di wilayah Afrika seperti Tunisia,
dan Maroko. Perkembangan mazhab tersebut didukung oleh para murid-
muridnya seperti Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak. Waki’ bin Jarah Ibn
Hasan Al-Syaibani. Tokoh lain yang berperan dalam perkembangan mazhab
Hanafi adalah al-Karkhi yang menjadi rujukan mazhab Hanafi di Iraq, Ismail
bin Yasa’ al-Kufi di Mesir dan merupakan hakim pertama di Mesir yang
bermazhab Hanafi.

C. Perbedaan Metode Istinbds Hukum Syafi'iyyah dan Hanafiyyah dalam
Nafkah lddah Talak Bain

Nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain merupakan masalah hukum
yang tidak ditemukan dalil nash secara qot’i (tegas), sehingga memunculkan
perbedaan pandangan ulama dalam penetapan hukumnya melalui ijtihad.

Dalam proses berijtinad diperlukan penggalian hukum (istinbd) sesuai

124D A. Pakih Sati, Jejak Kehidupan ., 49
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dengan metode yang digunakan masing-masing ulama mazhab. Perbedaan
metode dapat berimplikasi pada perbedaan produk hukum, termasuk dalam
nafkah iddah talak bain.

Dalil hukum yang disepakati oleh jumhur ulama adalah al-Qur an,
sunnah (hadis), ijma, dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati
(al-mukhtalaf fiha) yaitu selain yang empat, seperti istihsan, istislah
(maslahat mursalah), sadd zari ah, istishab, urf, mazhab sahabiy, dan syar'u
man gablana.1?5

Perbedaan pendapat ulama mazhab dalam memahami dalil hukum dan
kehujjahan metode istinbds yang digunakan berpengaruh terhadap produk
hukum yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapat antara
Syafi'iyyah dan Hanafiyah dalam masalah nafkah iddah talak bain. Menurut
Hanafiyah istri yang ditalak, baik talak raj’i maupun bain, tetap berhak
memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Hanafiyah tidak
mempertimbangkan jenis talak kepada istri, dan kehamilan sebagai faktor
yang menyebabkan perbedaan nafkah.

Adapun Syafi'iyyah dalam masalah nafkah kepada istri yang ditalak
membedakannya dalam tiga kategori, yaitu istri yang ditalak raj i, istri yang
ditalak bain dalam keadaan hamil, dan istri yang ditalak bain dalam keadaan

tidak hamil. Terhadap istri yang ditalak raj’i, Syafi iyyah berpendapat istri

125 Kasjim Salenda, Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istinbat Hukum, Jurnal ad-
Daulah, Vol. 1 No. 2 Juni 2013, h. 3
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tersebut berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Pendapat Syafi iyyah
dalam hal ini sama dengan pendapat Hanafiyyah. Bagi istri yang ditalak bain
dalam keadaan hamil, menurut Syafi iyyah tetap berhak memperoleh tempat
tinggal dan nafkah. Pendapat ini juga sama dengan Hanafiyyah, sedangkan
bagi istri yang ditalak baik dalam keadaan tidak hamil, menurut Syafi'iyyah
hanya memperoleh tempat tinggal saja, dan tidak memperoleh nafkah. Dalam
hal ini Syafi iyyah berbeda pendapat dengan Hanafiyyah.

Sebab perbedaan pendapat antara Syafi'yyah dan Hanafiyah dalam
masalah nafkah pada istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, dapat
dipahami dari dua hal, yaitu: perbedaan terhadap sebab wajibnya nafkah bagi
istri, dan perbedaan dari segi dalil nash yang digunakan.

1. Perbedaan Sebab Wajibnya Nafkah

Perbedaan pandangan Syafi'yyah dan Hanafiyyah terhadap sebab
wajibnya nafkah berimplikasi pada perbedaan pandangan dalam
menetapkan nafkah bagi istri yang ditalak bain. Sebab wajibnya nafkah
menurut Hanafiyah adalah pembanding dari hak suami menahan istri. Hal

ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Humam al-Hanafi, sebagai berikut:
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Bagi kami (Hanafiyah), nafkah merupakan imbalan ihtibas
(menahan istri di rumah yang disediakan suami). Ihtibas berpijak pada
maksud dari hukum nikah, yaitu anak, karena iddah diwajibkan untuk
menjaga (nasab) anak, maka diwajibkanlah nafkah. Oleh karena itu istri
berhak memperoleh tempat tinggal berdasarkan ijma’ ulama, dan
menjadi seperti istri yang sedang hamil.

Berkaitan dengan pendapat Hanafiyah di atas, Wahbah Zuhaili

mengatakan sebagai berikut:
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126|bnu al-Humam al-Hanafi, Syarh fath al-Qodir, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-lImiyah,
2003), h. 364

121\Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
h. 788
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Hanafiyah berkata: Sebab wajibnya nafkah adalah hak suami
menahan istri sebab pernikahan. Hanafiyah mengaitkan sebab tersebut
pada tidak adanya kewajiban suami muslim memberi nafkah dalam
pernikahan fasid, karena tidak adanya sebab wajibnya nafkah, yaitu: hak
suami menahan istri, karena hak menahan tidak ada dalam pernikahan
yang fasid. Demikian pula Hanafiyah mengaitkan kewajiban suami
memberi nafkah di tengah masa iddah istri sebab perpisahan denga talak,
atau selain talak, baik talak raj’i, maupun talak bain, baik istri hamil,
maupun tidak, kecuali jika perpisahan tersebut berasal dari pihak istri
yang disebabkan hal yang dilarang syar'a, berdsarkan istihsan untuk
menegakkan hak suami menahan istri setelah perkawinan yang sah.

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Hanafiyah sebab wajibnya
nafkah adalah akibat adanya hak yang dimiliki suami menahan istri
setelah pernikahan. Dalam pandangan Hanafiyah hak suami tersebut
diimbangi dengan kewajiban memberi nafkah, sebab istri berada dalam
kekuasaan suami. Ketika suami menempatkan istri di rumah yang
ditetapkan suami, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal ini, al-Kasani al-Hanafi mengatakan sebagai berikut:
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(Sebab wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak) adalah karena
perintah menempatkan istri di rumah (yang ditunjuk suami), adalah
perintah memberinya nafkah. Hal itu karena apabila istri tersebut ditahan
dan dicegah keluar rumah, maka ia tidak mampu mencari nafkah. Jika
nafkahnya tidak ditanggung suami, sedangkan istri tidak punya harta,
maka ia dapat celaka, atau sulit urusannya, dan hal ini tidak
diperbolehkan.

Berdasarkan kutipan di atas, kewajiban memberi nafkah menurut
Hanafiyah tidak hilang walaupun istri sudah ditalak bain, karena ketika
istri yang ditalak bain tetap tinggal di rumah yang ditunjuk suami. Hal
ini menyulitkan bagi istri untuk memenuhi kebutuhannya, jika tidak
diberi nafkah oleh suami.

Berbeda dengan Hanafiyah, menurut jumhur ulama, termasuk
Syafi‘iyyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat perkawinan, yaitu status

sebagai suami, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah Zuhaili sebagai

berikut:

128Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, Badai~ Shanai fi Tartibi Syarai® Juz 4,
(Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiyyah, 2003), h. 477
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Jumhur ulama selain Hanafiyah mengatakan: sebab wajibnya

nafkah adalah sifat perkawinan, yaitu keberadaan wanita sebagi istri dari
seorang lak-laki. Jumhur ulama mengaitkan sebab tersebut dengan
kewajiban nafkah bagi istri yang ditalak raj i atau talak bain yang sedang

hamil, karena masih tetapnya hak suami pada istri tersebut.

an-Nawawi dalam al-Majmu” menjelaskan sebagai berikut:
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Imam Syafi'i berkata dalam gaul jadid, bahwa nafkah tidak wajib

130.4\% Z”jﬁgo

kecuali setelah akad nikah dan dimungkinkan adanya istimta’
(mengambil kesenangan dari istri). Berdasarkan hal ini maka tidak sah
menanggung nafkah (istri) untuk masa yang akan datang yang diberikan
saat ini.

Berdasarkan kutipan di atas, sebab wajibnya nafkah menurut
Syafi'iyyah adalah akad nikah dan tamkin. Akad nikah menimbulkan

hubungan perkawinan (az-Zaujiyyah) yang membolehkan suami

129 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 7, h. 788
130gn-Nawawi, al-Majmu” Syarh Muhadzab, Juz 13 (Jeddah, Maktabah al-Irsyad, tt), h. 184
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mengambil kesenangan (isitimta’) dari istri. Oleh karena itu Syafi iyyah
berpendapat kesediaan istri (tamkin) untuk diambil kesenangan oleh
suami merupakan syarat wajibnya nafkah, kecuali jika bertentangan
dengan syara’, seperti dalam keadaan haidh, sakit dan sebagainya.
2. Perbedaan dari segi Dalil
Perbedaan pendapat antara Syafi'iyyah dan Hanafiyah dalam
masalah nafkah iddah talak bain selain disebabkan oleh perbedaan tentang
sebab wajibnya nafkah, juga disebabkan oleh perbedaan dalil yang
digunakan. Syafi iyyah menggunakan Hadis Fatimah binti Qais, mafhum
mukhalafah, taqyid dan syarat kehamilan sebagai metode istinbath dalam
memahami Surah ath-Talag Ayat 6.
Ibnu al-Mulaqqin asy-Syafi'i dalam "Umdah al-Muhtaj menga-

takan sebagai berikut:
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Istri yang tidak hamil yang ditalak bain sebab khulu™ atau sebab
talak tiga maka tidak ada nafkah baginya, dan tidak ada kewajiban suami
memberi pakaian, karena hadis Fatimah binti Qais bahwa suaminya
menalak dirinya dengan talak bain, lalu suami mengtus wakilnya kepada
Fatimah binti Qais dengan membawa gandum, lalu Fatimah binti Qais lalu
marah kepadanya, kemudian mendatangi Rasulullah Saw, maka
Rasulullah Saw bersabda: “tidak ada hak bagimu atas suami nafkah”.
Muttafaq “alaih. Dalam riwayat Muslim “dan tidak ada tempat tinggal”.
Taqyid (pembatasan makna) pada Firman Allah “Dan jika mereka (istri-
istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya” yang disebutkan setelah talak dalam Firman Allah “tempatkan
istri-istrimu dimana kamu bertempat tinggal” memberi tahu bahwa istri
yang tidak hamil tidak memperoleh nafkah, berbeda dengan Abu Hanifah
yang mewajibkannya.

Berdasarkan kutipan di atas, dasar yang dikemukakan Syafi yyah
tentang tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain dan tidak sedang
hamil adalah Hadis dari Fatimah binti Qais yang ditalak bain oleh
suaminya. Dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah Saw, tidak
menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais. Menurut Syafi iyyah
rangkaian ayat pada Surah ath-Talaq ayat 6 berimplikasi pada adanya
taqyid, yaitu membatasi hanya pada istri yang hamil yang memperoleh

nafkah pada masa iddah talak bain.

B31lbnu Mulaggin, ‘Umdah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Juz 12, (Beirut: Dar Ibnu Hazm,
2018), h. 286
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Adapun nafkah, maka jika istri yang ditalak bain tidak hamil, maka
tidak wajib, sedangkan jika ia hamil, maka wajib memberinya nafkah,
karena Firman Allah “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu
sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan.” Allah mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka
menunjukkan bahwa nafkah tidak wajib ketika tidak ada kehamilan.

Berdasarkan kutipan di atas, dasar yang digunakan oleh
Syafi'iyyah tentang tidak adanya nafkah iddah talak bain bagi istri yang
tidak hamil adalah Hadis dari Fatimah binti Qais yang menyebutkan
bahwa Rasulullah Saw, tidak menetapkan nafkah bagi Fatimah binti Qais.

Syafi‘iyyah juga berpegangan kepada ayat 6 dalam Surah ath-
Talaq yang menyebutkan “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai
mereka melahirkan. Bagi Syafi'yyah penyebutan istri yang hamil dalam

ayat tersebut menunjukkan bahwa istri yang tidak hamil tidak memperoleh

1323n-Nawawi, al-Majmu’ Syarh Muhadzab, Juz 20, (Jeddah, al-Mamlakah al-Arabiyah, tt),
h. 173
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nafkah pada masa iddah talak. Syafi iyyah berpegangan kepada dhahirnya
ayat yang menyebutkan kehamilan yang diikuti perintah memberi nafkah,
sehingga apabila istri yang ditalak bain tidak hamil, maka tidak
memperolh nafkah.

Adapun menurut Hanafiyah Hadis Fatimah binti Qais walaupun
shahih tidak dapat dijadikan hujjah hukum, karena ditolak oleh Umar bin
Khattab Ra. Pendapat Hanafiyah tersebut dapat dilihat dari perkatakaan

Ibnu al-Humam al-Hanafi sebagai berikut:
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Hadis dari Fatimah binti Qais telah ditolak oleh Umar ra. yang
berkata: “Kami tidak meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebab
perkataan seorang wanita yang tidak kami ketahui apakah ia benar atau
berdusta? atau apakah ia hafal atau lupa?. Aku (Umar) mendengar
Rasulullah Saw bersabda “Bagi wanita yang ditalak tiga berhak
memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama ia masih dalam masa

iddah”

133|bnu al-Humam al-Hanafi, Syarh fath al-Qodir, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-lImiyah,
2003), h. 364
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Berkaitan dengan argumentasi Syafi yyah yang didasarkan pada
Surah ath-Talag Ayat 6 dan Hadis Fatimah binti Qais, al-Kasani al-Hanafi

dalam Badai" ash-Shanai” mengatakan sebagai berikut:
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Adapun ayat (6) Surah ath-TaIaq maka di dalamnya ada perintah
memberi nafkah terhadap istri yang hamil. Ayat tersebut tidak menafikan
atau mewajibkan memberi nafkah istri yang tidak hamil. Maka
penunjukkan ayat tersebut berhenti dan mauquf (tergantung) kepada dalil
lain, sedangkan dalil wajibnya nafkah sudah kami sebutkan. Adapun Hadis
dari Fatimah binti Qais telah ditolak oleh Umar ra. yang berkata: “Kami

tidak meninggalkan Kitabullah dan Sunnah Nabi sebab perkataan seorang

134Alau ad-Din Abu Bakr al-Kasani al-Hanafi, Badai® Shanai'., h. 477
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wanita yang tidak kami ketahui apakah ia benar atau berdusta? atau apakah
ia hafal atau lupa?. Aku (Umar) mendengar Rasulullah Saw bersabda
“Bagi wanita yang ditalak tiga berhak memperoleh nafkah dan tempat
tinggal selama ia masih dalam masa iddah”.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan pandangan antara
Syafi'iyyah dan Hanafiyyah dalam memahami Ayat 6 Surah ath-Talaq dan
kehujjahan Hadis Fatimah binti Qais. Menurut Syafi yyah dhahirnya ayat
6 Surah ath-Talag yang menyebutkan kehamilan menunjukkan bahwa jika
istri yang ditalak bain tidak hamil, maka tidak memperoleh nafkah. Bagi
Syafi‘iyyah kehamilan merupakan qayid (membatasi) keumuman ayat
yang memerintahkan suami memberi tempat tinggal bagi istri yang ditalak.
Berdasarkan gayid tersebut maka Syafiyyah berpendapat tidak ada nafkah
iddah talak bain bagi istri yang tidak hamil.

Adapun menurut Hanafiyah penunjukkan makna pada Ayat 6
Surah ath-Talaq bersifat mauquf. Ayat tersebut menurut Hanafiyah tidak
menafikan dan juga tidak mewajibkan nafkah bagi istri yang tidak hamil
yang ditalak bain. Untuk memahami penujukkan maknanya Hanafiyah
menggunakan dalil lain, yaitu al-Bagarah Ayat 233, dan at-Thalag Ayat 7

yang penunjukkan maknya bersifat umum, tanpa dibatasi pada kehamilan.
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D. Analisis Metode Istinbds Hukum Syafiiyyah dan Hanafiyyah dalam
Nafkah Iddah Talak Bain

Permasalahan tentang nafkah iddah talak bain merupakan masalah
furu® yang produk hukumnya diperoleh dari hasil ijtihad ulama. Dalam
prosesnya untuk sampai pada hasil ijtihad maka diperlukan istinbéds hukum
melalui kajian terhadap dalil-dalil nash. Sumber pengambilan hukum Islam
adalah Al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami teks-teks dua sumber yang
berbahasa Arab tersebut, maka ulama telah menyusun kaidah ushul figh yang
digunakan dalam praktik ijtihad.

Penalaran dan penafsiran terhadap nash merupakan bagian dari proses
istinb&s untuk menetapkan hukum. Penetapan hukum oleh para mujtahid
walaupun menggunakan dalil yang sama tetapi sering terdapat perbedaan
penafsiran. Dalam masalah nafkah iddah talak bain terdapat perbedaan
pemahaman mujtahid dalam memahami Ayat 6 Surah ath-Talag dan
kehujjahan Hadis Fatimah binti Qais. Dengan demikian ikhtilaf ulama tidak
berhenti walaupun ditemukan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah pada suatu
masalah yang sama. Permasalahan justru muncul ketika ditemukan dalil nash,
tetapi berbeda dalam memahami dalil tersebut.

Salah satu penyebab perbedaan dalam memahami dalil nash adalah
perbedaan metode istinbas yang digunakan. Hal ini terlihat dalam perbedaan
dalam memahami dalil nash yang dijadikan dasar dalam penetapan nafkah

terhadap istri pada masa iddah talah bain.
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Adapun dalil nash dalam masalah nafkah iddah talak bain yang
diperselisihkan penunjukan maknanya adalah Surah ath-Talag Ayat 6 yang

berbunyi:

I N PR I DI I U SRV N DS
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Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan. (Q.S.

ath-Talaqg: 6)

Syafi'iyyah menggunakan mafhum mukhalafah dalam memahami ayat
di atas. Menurut Syafi'iyyah dalam Surah ath-Talag Ayat 6 Allah Swt,
mewajibkan nafkah beserta kehamilan, maka menunjukkan bahwa nafkah
tidak wajib ketika tidak ada kehamilan. Pemahaman tersebut dalam ushul figh
disebut dengan mafhum mukhalafah, yaitu: mafhim yang lafaz-nya
menunjuk- kah bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum
yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan: hukum yang berlaku berdasarkan
mafhlm yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada manth(iq.13

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa mafhum mukhalafah
dapat dijadikan hujjah hukum, jika memenuhi syarat, antara lain tidak

bertentangan mafhum mantug atau mafhum muwafagah, hukum yang

135 Amir Syarifudin, Ushul Figih Jilid 11, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159



104

disebutkan dalam nash tidak sekedar untuk mendorong berbuat, dalil mantuq
disebutkan secara terpisah dan persyaratan lainnya. 136

Syafi iyyah berpandangan mafhum mukhalafah adalah hujjah sehingga
suatu hukum dapat hilang dengan hilangnya syarat atau dengan hilangnya
gayyid, selama tidak ada nash yang menunjukkan hukum sebaliknya. Dalam
hal ini menurut Syafi'iyyah kehamilan merupakan syarat atau gayid bagi
wajibnya nafkah istri yang ditalak bain, yang berarti jika tidak ada kehamilan,
maka tidak wajib memberi nafkah istri yang ditalak bain.

Berbeda dengan Syafiiiyah dan jumhur ulama uhsul, kalangan
Hanafiyah menolak mafhum mukhalafah sebagai landasan pembentukan
hukum. Alasan Hanafiyah antara lain, bahwa apabila mafhum mukhalafah
difungsikan akan rusaklah pemahaman ayat hukum. 137 Ulama Hanafiyah
tidak memandang mafhum mukhalafah sebagai salah satu metode penafsiran
nash-nash syara'. Tegasnya menurut Hanafiyah, mafhum mukhalafah bukan
suatu metode untuk penetapan hukum.138

Menurut Hanafiyah Ayat e s (gale |58l Jas < i3S ol 5 (Surah
ath-Talag Ayat 6) tidak menunjukkan pada penafian atau penetapan wajibnya
nafkah bagi istri yang tidak hamil. Karena Hanafiyah menolak mafhum

mukhalafah, maka mereka juga menolak kehamilan, sebagai syarat atau gayid

138 Amir Syarifudin, Ushul Figih., h. 167-168
137Gatria Efendi, dan M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 184
138Rahmat Syafe’i, llmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 217
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wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak bain. Bagi Hanafiyah ketika tidak ada
gayyid dari dalil nash yang menunjukkan kehamilan sebagai syarat, maka
hukum tersehut bersifat maskut anhu (status quo) sehingga kembali kepada
hukum asalnya yaitu wajibnya nafkah bagi istri, baik ada kehamilan atau
tidak.

Perbedaan antara Syafi'iyyah dan Hanafiyyah juga disebabkan
perbedaan dalam menetapkan syarat diterimanya hadis Ahad sebagai hujjah
hukum. Hadis ahad yaitu: Hadis ahad ialah Hadis yang diriwayatkan oleh
seorang atau lebih tetapi tidak sampai ke batas Hadis mutawatir.13? Dalam hal

ini Syafi'iyyah menerima Hadis Fatimah binti Qais yang berbunyi:
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Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan lbnu
Basyar, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Abdur Rahman bin
Mahdi, ia berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Salamah bin Kuhail

dari Sya bi dari Fatimah binti Qais dari Nabi Saw, dalam masalah istri yang

139Gatria Efendi, Ushul Figh, h. 108
140 Muslim bin Hajja al-Qusyairi, Shahih Muslim, Jilid 2 (Riyad: Dar ath-Tibah, 2006), h.
689
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ditalak tiga, Beliau bersabda: “Tidak ada baginya (Fatimah binti Qais) tempat
tinggal dan nafkah.

Hadis Fatimah binti Qais di atas dijadikan dasar oleh Syafi iyyah dalam
menetapkan hukum tidak adanya nafkah bagi istri yang ditalak bain, jika istri
tersebut tidak hamil. Menurut Syafi iyyah Hadis di atas dapat dijadikan dasar
hukum karena memenuhi persyaratan keshahihan Hadis dan dapat berfungsi
sebagai pen-takhsis terhadap makna umum pada Surah ath-Talag Ayat 6.
Pendapat Syafi iyyah tersebut merupakan pendapat jumhur ulama ushul figh
yang berpendapat bahwa lafal umum dalam Al-Qur’an dapat di-takhsis oleh
hadis ahad. 14

Berbeda dengan Syafi iyyah, menurut Hanafiyah Hadis Fatimah binti
Qais di atas tidak dapat dijadikan dasar hukum karena ditolak oleh Umar bin
Khattab. Dalam hal ini, Hanafiyah mensyaratkan tidak adanya penolakan
ulama salaf sebagai syarat diterimanya Hadis ahad.

Hanafiyah juga tidak menerima Hadis ahad sebagai pen-takhsis ayat-
ayat umum dalam Al-Qur'an. Alasannya karena antara pen-takhsis dan yang
di-takhsis barus seimbang kekuatannya. Adapun Hadis ahad tidak seimbang
dengan ayat-ayat umum dalam Al-Qur'an. Hadis ahad meskipun dalalah-nya
dapat gath'i, nanun dari segi kebenaran datangnya dari Rasulullah adalah

zhanny (dugaan kuat, tidak mencapai tingkat pasti). Adapun ayat-ayat umum

141Gatria Efendi, Ushul Figh., h. 184
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dalam Al-Qur'an, baik dari segi kebenaran datangnya dari Allah maupun dari
segi penunjukannya kepada pengertian umum adalab gath'i. Sesuatu yang
zhanny tidak kuat men-takhsis dalil yang gath'i 14

Penyebab lain perbedaan pendapat antara Syafi‘iyyah dan Hanafiyah
dalam masalah nafkah iddah talak bain karena perbedaan dalam menentukan
sebab wajibnya nafkah. Menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah adalah
karena adanya hak suami menahan istri (al-habs), sehingga istri tidak dapat
keluar rumah atau bekerja mencari nafkah tanpa izin suami. Kewajiban
memberi nafkah menurut Hanafiyah merupakan pembanding atas hak suami
mengekang istri. Untuk mengimbagi hak tersebut, maka suami berkewajiban
memberi nafkah, termasuk ketika istri dalam masa iddah talak bain. Karena
selama menjalani masa iddah talak bain, suami tetap berhak menahan istri di
rumah yang disediakan suami, untuk memastikan tidak adanya kehamilan.
Jika suami memiliki hak mengekang istri, tanpa memberi nafkah, dan istri
tidak memiliki harta maka dapat mencelakaan istri.

Adapun menurut Syafi iyyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat
zaujiyyah, yaitu status perkawinan. Oleh karena itu menurut Syafiiyyah
suami tidak wajib memberi nafkah istri dalam masa iddah talak bain, jika istri
tersebut tidak hamil. Hal ini karena jatuhnya talak bain tidak memungkinkan

lagi terjadinya rujuk, sehingga sifat zaujiyyah menjadi hilang. Hilangnya sifat

142Gatria Efendi, Ushul Figh., h. 183
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zaujiyyah yang menjadi penyebab wajibnya nafkah, berakibat pada hilangnya
musabbab, yaitu: wajibnya nafkah bagi istri pada masa iddah talak bain.
Tabel 1.

Analisis Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Syafi iyyah
dan Hanafiyyah dalam Nafkah Iddah Talak Bain

Aspek Syafi'iyyah Hanafiyyah

Istri yang ditalak Memperoleh tempat Memperoleh tempat

bain dalam tinggal dan nafkah tinggal dan nafkah

keadaan hamil

Istri yang ditalak Tidak memperoleh Memperoleh tempat

bain dalam tempat tinggal dan tinggal dan nafkah

keadaan tidak nafkah

hamil

Sebab Nafkah Sifat zaujiyyah (status Hak suami menahan istri
perkawinan) (al-habs)

Dalil Nash Menerima Hadis Menolak Hadis Fatimah
Fatimah binti Qais binti Qais

Metode Istinbath Menggunakan Menolak mafhum

mafhum mukhalafah mukhalafah

Terlepas dari perbedaan pendapat antara Syafi'iyyah dan Hanafiyah di
atas, dalam konteks hukum kontemporer, maka perlu analisis terhadap hasil
ijtihad ulama terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum saat ini.
Analisis tersebut bukan berarti melihat pendapat satu ulama sebagai satu-
satunya solusi dan mengabaikan pendapat ulama lainnya, tetapi lebih kepada

tarjih berdasarkan konteks situasi yang dihadapi. Hal ini sebagaimana
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dikatakan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa lingkungan tempat tinggal
mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan kebutuhan
penting, mengunggulkan satu illat di atas illat lainnya karena kuatnya
munasabah (kesesuaian) illat tersebut. 143

Berdasarkan pendapat di atas, aspek sosio-kultural tidak dapat
diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi hasil ijtihad ulama terdahulu
dan tarjih terhadap pendapat yang relevan (munasabah) untuk dipilih saat ini.
Dalam hal ini, peneliti lebih condong pada pendapat Hanafiyah yang
mengatakan bahwa istri tetap berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah
selama masa iddah talak bain, baik istri tersebut hamil, maupun tidak hamil.
Hal ini karena menurut peneliti selama menjalani masa iddah, suami masih
memiliki hak menahan istri di rumah yang disediakan suami. Selain itu proses
menunggu dalam masa iddah juga berkaitan dengan kepentingan suami, yaitu
memastikan tidak adanya kehamilan dari benih suami, sehingga lebih tepat

jika istri yang ditalak bain tetap memperoleh nafkah.

143Abdul Wahhab Khallaf, ljtihad dalam Syariat Islam, Penerjemah Rohidin Wahid, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 55



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyyah dan Hanafiyyah dalam masalah
nafkah iddah talak bain karena Syafi iyyah menggunakan mafhum mukhalafah
sebagai metode istinbds dalam memahami Surah ath-Talag Ayat 6. Sedangkan
Hanafiyah menolak penggunakan mafhum mukhalafah dengan alasan apabila
mafhum mukhalafah difungsikan dapat merusak pemahaman ayat hukum.
Syafi'iyyah menggunakan Hadis ahad dari Fatimah binti Qais sebagai dasar
tentang tidak adanya nafkah iddah talak bain bagi istri yang tidak hamil,
sedangkan Hanafiyah menolak Hadis tersebut karena ditolak oleh Umar bin
Khattab. Menurut Syafi iyyah, sebab wajibnya nafkah adalah sifat zaujiyyah,
yaitu status perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyah sebab wajibnya nafkah
adalah sebagai pembanding hak suami menahan istri (al-habs), sehingga istri
tidak dapat keluar rumah atau bekerja mencari nafkah tanpa izin suami.

Syafi iyyah menggunakan mafhum mukhalafah sebagai metode instinbath
dengan cara men-takhsis atau men-taqyid Surah ath-Talaq Ayat 6. Dalam hal ini
menurut Syafi'iyyah kehamilan merupakan syarat atau gayid bagi wajibnya
nafkah istri yang ditalak bain, yang berarti jika tidak ada kehamilan, maka tidak
wajib memberi nafkah istri yang ditalak bain. Adapun Hanafiyah menolak
mafhum mukhalafah, sehingga menolak kehamilan, sebagai syarat atau gayid

wajibnya nafkah bagi istri yang ditalak bain. Bagi Hanafiyah ketika tidak ada
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gayyid dari dalil nash yang menunjukkan kehamilan sebagai syarat, maka hukum

tersebut bersifat maskut anhu (status quo) sehingga kembali kepada hukum

asalnya yaitu wajibnya nafkah bagi istri, baik ada kehamilan atau tidak.

B. Saran

1. Perbedaan pendapat antara Syafi iyyah dan Hanafiyyah dalam masalah nafkah
iddah talak bain merupakan bagian dari khazanah hukum Islam yang perlu
mendapat perhatian oleh peneliti dan pemerhati hukum Islam. Kajian lebih
mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan metode istinbas
mujtahid dalam masalah-masalah hukum yang relevan, sehingga membantu
penyelesaian masalah hukum kontemporer.

2. Perbedaan pendapat ulama dalam masalah furu™ hendaknya dijadikan sebagai
upaya memecahkan problematika hukum Islam di masyarakat, dengan
adanya pendapat yang relevan untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi

yang berbeda.
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